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ABSTRACT 

 

The Administrative Control of 
School Operational Fund  for Junior High Schools (SMP) in Sintang Regency 

 

Elisabeth Rafika 

OPEN UNIVERSITY 

 

rafikaeli@yahoo.co.id 

 

Keyword :  controlling, administrative, School Operational Fund (BOS) 

 

This research was carrie out to find out the way how administrative control 
plays its role to the distribution of School Operational Fund controlling for State 
Junior High School in Sintang Regency. The first variable used in this reasearch is 
controlling, such as the aims of controlling, the factors supporting the controlling, 
the principles of controlling, the characteristics and time of controlling, 
monitoring and evaluation. Meanwhile, the second variable is distribution 
administration which covers the first distribution, the second distribution, and 
three-month distribution. 

The method used in this research is descriptive research. The subject of 
research consists of one person from School Operational Fund Management in 
Sintang Regency, two principles of Junior High School in Sintang Regency, and 2 
members of School Committee from Junior High School in Sintang. The data 
collecting was carried out through literature study and interviews and then it was 
analyzed. 

The result of research shows that the administrative control contributed 
great impact  to the smoothness, the accountability, and the  accuracy of 
distribution and usage of School Operational Fund in Junior High School in 
Sintang Regency. It is also concluded that the competency of the human resources 
in administering and managing the School Operational Fund and geographical 
condition greatly effects the smoothness of the School Operational Fund 
distribution in Sintang Regency. 
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ABSTRAK 

 

Pengawasan Administrasi Penyaluran Dana Bantuan  Operasional  

Sekolah (BOS) Pada  SMP Negeri   di   Kabupaten Sintang 

 

 Elisabeth Rafika 

 

Universitas Terbuka 

 

rafikaeli@yahoo.co.id 

 

Kata Kunci : Pengawasan, Administrasi, Dana BOS. 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana peranan 
pengawasan terhadap administrasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang, Variabel 
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pertama variabel pengawasan, 
yang meliputi tujuan pengawasan, faktor-faktor pendukung pengawasan, asas 
pengawasan, sifat dan waktu pengawasan, monitoring serta evaluasi. Kedua, 
variabel administrasi penyaluran, meliputi waktu penyaluran tahap pertama, 
penyaluran tahap kedua, serta penyaluran setiap triwulan. 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari 1 (satu) orang tim manajemen BOS di 
Kabupaten Sintang dan 2 (dua) orang Kepala Sekolah Menegah Pertama Negeri di 
Kabupaten Sintang 2 (dua) orang guru dan 2 (dua) orang Komite Sekolah dari 
masing-masing SMP. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan 
wawancara untuk selanjutnya data dianalisis. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan BOS di Kabupaten 
Sintang memberikan dampak yang besar dalam penyaluran dana BOS khususnya 
dan program BOS pada umumnya. Hasil analisa menunjukan terhadap 
pengawasan dana BOS di Kabupaten Sintang diperoleh kesimpulan bahwa 
pengawasan sangat berperan dalam kelancaran penyaluran dana BOS ke sekolah 
penerima, disisi lain kemampuan SDM  dalam mengadministrasikan atau 
mengelola  dana BOS, serta kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap 
kelancaran penyaluran dana BOS di Kabupaten Sintang. 
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BAB  II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

 

 

A. Kerangka Teori 

1.  Administrasi Publik 

Pelayanan publik yang baik  merupakan output dari  pengelolaan 

sektor publik yang baik pula, manajemen yang baik dalam sebuah 

organisasi lingkup negara sangat berbeda dengan pengelolaan 

administrasi sektor privat. Dalam sebuah negara berbagai aspek  baik itu 

aspek sosial, budaya keamanan, dan berbagai aspek lain turut 

mempengaruhi pengelolaan administrasi publik. The Liang Gie dalam 

Sundarso (2007:1.10) menyatakan  bahwa  administrasi  publik (publik 

administration) sebagai usaha kerjasama dalam hal-hal yang mengenai 

kenegaraan pada umumnya merupakan pemberian pelayanan terhadap 

segenap kehidupan warga Negara yang terdapat di dalam Negara itu.  

Selanjutnya ciri-ciri  kegiatan pelayanan tersebut adalah : 

a. Kegiatan itu merupakan sesuatu yang lebih urgent dari pada 
yang diselenggarakan pihak swasta. 

b. Kegiatan itu mempunyai corak monopoli atau setengah 
monopoli. 

c. Kegiatan itu terikat oleh peraturan-peraturan hukum. 
d. Kegiatan itu tak bergantung kepada pertimbangan harga pasar. 
e. Kegiatan itu berlangsung di bawah pengawasan rakyat, terutama 

dalam Negara dengan sistem demokrasi. 
    (The Liang Gie dalam Sundarso , 2007:1.10) 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 
Definisi administrasi publik menurut Dwight Waldo dalam Sundarso 

(2007:1.16) menyatakan bahwa Public administration adalah organisasi 

dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan 

pemerintah. Public administration adalah suatu seni dan ilmu tentang 

manajemen yang digunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara. 

Berdasarkan definisi tersebut  dapat disimpulkan bahwa dalam  

administrasi publik peranan SDM dalam megendalikan sumber-sumber 

daya lain yang ada di dalam organisasi sangat penting, ada unsur seni dan 

ilmu  manajemen yang akan digunakan untuk mengelola sumber daya 

tersebut agar tujuan negara dapat tercapai. Sementara itu definisi lain dari  

Administrasi negara sebagai berikut:  

1. Public administration is cooperative group effort in public 
setting. 

2. Public administration  covers all three branches: executive, 
legislative and judicial, and their interrelationships. 

3. Public administration has important role formulating of public 
policy and is this a part of the political process. 

3. Public administration is cosely associated with numerous 
private groups and individuals in providing services to the 
community. 

4. Public administration is different in significant ways from 
private administration. 

    (Syafiie, 1997: 24) 

 

Berdasarkan definisi tersebut, cakupan Administrasi publik sangat 

luas dan berkaitan dengan berbagai aspek dan lembaga-lembaga serta 

kelompok yang ada di dalam negara, ada kaitan yang erat antara pihak 

swasta dan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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Kelemahan dan ciri-ciri administrasi Negara di Negara berkembang 

dipaparkan oleh Sundarso (2007:6.7) sebagai berikut : 

a. Pola dasar sistem birokrasinya merupakan tiruan atau jiplakan 
dari sistem administrasi kolonial. b. Birokrasi pemerintahan 
kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi 
kepemimpinan, manajemen, kemampuan dan ketrampilan teknis 
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. c. Birokrasi 
cenderung mengutamakan atau berorientasi pada kepentingan 
pribadi atau kelompok daripada kepentingan masyarakat atau 
pencapaian sasaran yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. d. 
Apa yang dinyatakan baik secara tertulis maupun lisan oleh 
birokrasi sering tidak sesuai dengan kenyataan. e. Birokrasi 
cenderung bersifat otonom dalam proses politik dan pengawasan 
masyarakat, dalam hal ini birokrasi seakan menjadi menara gading 
yang tidak tersentuh.  

 

Kelemahan-kelemahan yang sering di jumpai seperti pada paparan di 

atas, merupakan tantangan tersendiri bagi banyak Daerah di Indonesia 

dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan publik yang sesuai 

dengan harapan dan sasaran yang ingin di capai, perkembangan di berbagai 

sektor  membuat tuntutan pengelolaan administrasi Negara yang semakin 

baik, dan mampu mengikuti perkembangan jaman semakin  tak terelakan, 

tuntutan akan kemampuan SDM dan berbagai sarana dan prasarana 

pendukung lainnya semakin tinggi. Sektor publik sering dinilai sebagai 

sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang 

selalu merugi (Mardiasmo,2009:4). Tuntutan baru yang menuntut agar 

organisasi sektor publik memperhatikan Value for money  dalam 

menjalankan aktivitasnya. Value for money  merupakan konsep 
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pengelolaan organisasi publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, 

yaitu : 

a). Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas 
tertentu pada harga yang terendah, b). Efisiensi, pencapaian output 
yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan  input yang 
terendah untuk mencapai output tertentu. c). Efektivitas, tingkat 
pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Disamping 
tiga elemen tersebut terdapat dua elemen lain yaitu keadilan 
(equity), dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Keadilan 
mengacu pada kesempatan sosial  (social opportunity) yang sama 
untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan 
kesejahteraan ekonomi,  Sedangkan pemerataan artinya penggunaan 
uang publik hendaknya tidak hanya berkonsentrasi pada kelompok 
tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.  
(Mardiasmo,2009:4). 

 

Sejalan dengan tuntutan lingkungan  baik internal maupun eksternal 

organisasi atau Negara, kebutuhan terhadap pengelolaan yang  lebih 

terbuka dan transparan adalah salah satu indikator  penunjang 

demokratisasi sebuah Negara, oleh sebab itu pengelolaan sumber daya 

yang baik sesuai dengan prinsip tersebut menjadi semakin penting bagi 

Negara-negara yang ingin menciptakan good governance. “Jantung good 

governance adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk 

bertanggungjawab atas berbagai kegiatan penyelenggaraan kebijakan 

pemerintahan dan pembangunan”. (World Bank  dalam 

Sundarso;2007:9.22). World Bank mendefinisikan good governance  

sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang 

efisien, penghindaraan salah alokasi dana investasi, dan pencegahan 
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korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin 

anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya 

aktivitas usaha (Mardiasmo. 2009:18).  UNDP memberikan beberapa 

karakteristik dari pelaksanaan Good governance yang meliputi : 

Participaction, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus 

orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan 

Strategic vision. (Mardiasmo, 2009:18) 

Akuntabilitas dalam administrasi negara merupakan kebutuhan yang 

sangat mendesak dalam menciptakan negara yang demokratis, maju dan 

mampu bersaing dengan negara-negara lain, pelayanan yang baik kepada 

warga negara akan menciptakan masyarakat yang semakin berkwalitas. 

Pelayanan kepada masyarakat tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat melalui wakil-wakilnya di lembaga Negara 

(DPR/DPRD), atau melalui lembaga-lembaga lain yang mengawasi 

pemanfaatan dana pemerintah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam 

mengawasi dan memberikan masukan dalam pengelolaan negara akan 

mampu menciptakan good governance.  

Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada 
masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor 
publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari 
masyarakat (public funds). Pola pertanggungjawaban di sektor 
publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban 
vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas 
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. 
Pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) adalah 
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. kedua jenis 
pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen 
penting dari proses akuntabilitas publik. (Mardiasmo, 2009:10) 
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The oxford advance learner’s  dictionary (dalam Sundarso; 

2007:9.22)  menyatakan bahwa  “required or expected to give an 

explanation for one’s action. Artinya, dalam akuntabilitas terkandung 

kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk 

kegiatannya, terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang 

lebih tinggi/atasannya.” Dalam pengelolaan kegiatan Negara dibutuhkan 

juga keterbukaan dalam proses kegiatan, adanya prosedur yang jelas 

sehingga kegiatan pelayanan publik menjadi semakin cepat dan tepat, 

efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam proses dijelaskan sebagai berikut : 

Akuntabilitas proses terkait dengan proses yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam kecukupan sistem 
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur 
administrasi. Akuntabiliatas proses termanifestasikan melalui 
pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. 
(Sundarso, 2007:9.22) 

 

 

2. Administrasi keuangan publik 

Administrasi keuangan publik merupakan bagian dari Administrasi 

publik. Administrasi keuangan negara yang baik adalah syarat dalam 

penciptaan good governance, keuangan Negara sering juga di sebut 

keuangan publik (Ikhsan, 2007: 1.25). lebih lanjut Arsjad  dalam 

Ikhsan(2007:1.26) mendefinisikan keuangan negara sebagai berikut: 

“Keuangan negara mencerminkan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam 

bidang keuangan, yakni dalam mencari sumber-sumber dana atau 
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penerimaan (source of fund) dan bagaimana dana yang diperoleh tersebut 

digunakan (use of fund) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.”  

Ruang lingkup keuangan publik meliputi hal-hal sebagai berikut:  

Pengeluaran atau belanja negara (baik pusat maupun daerah),  Penerimaan 

negara (baik pusat dan atau daerah) dan  dampak pengeluaran atau belanja 

negara dan penerimaan negara terhadap kehidupan masyarakat atau 

dampak APBN atau APBD terhadap kehidupan masyarakat (Wordpress,  

2008).  Keuangan Negara meliputi sembilan aspek yaitu: 

a). Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b). Kewajiban 
negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 
pemerintahan negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga; 
c). Penerimaan negara; d). Pengeluaran negara; e). Penerimaan 
daerah  f). Pengeluaran daerah; g). Kekayaan negara/kekayaan 
daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat 
berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 
negara/perusahaan negara; h). Kekayaan pihak lain yang dikuasai 
oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i). Kekayaan pihak lain 
yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan 
pemerintah. (Bahtiar, 2009:108). 

 

 Dalam keuangan Negara tercermin sumber-sumber penerimaan dan 

pengeluaran negara, pengeluaran negara  memuat alokasi anggaran yang 

diperuntukan dalam pembiayaan pembangunan baik fisik maupun non 

fisik, anggaran didefinisikan secara berbeda-beda, menurut Suparmoko 

dalam Ikhsan (2007:9.4) menyatakan : “yang dimaksud dengan anggaran 

(budget) ialah suatu daftar atau pernyataan yang terinci mengenai 

penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu 
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tertentu, biasanya satu tahun”.  Lebih lanjut Ikhsan (2007:9.5) menyatakan 

bahwa anggaran mencakup beberapa hal : 

a. Anggaran merupakan suatu alokasi sumber daya. 
b. Anggaran merupakan suatu rencana. 
c. Anggaran mencakup sektor atau aktivitas-aktivitas yang akan 

dilakukan pada masa mendatang. 
d. Anggaran memperhitungkan berbagai variabel penting. 
e. Anggaran dibuat untuk mencapai sejumlah tujuan. 
f. Anggaran menghubungkan antar penerimaan dan pengeluaran. 
g. Anggaran mengukur dan mengontrol penerimaan dan 

pengeluaran. 
 

Anggaran juga mencerminkan politik pengeluaran pemerintah baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif, karena itu dalam anggaran juga 

terkandung : 

a. Pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lainnya 
oleh pemerintah dari seluruh rakyat. 

b. Hubungan antara penggunaan dana dengan cara penarikannya 
(cara-cara memperoleh dana tersebut). 

c. Pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai 
pertimbangan dalam menentukan pola penerimaan pemerintah 
yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi 
penghasilan dalam perekonomian. (Ikhsan, 2007:9.6). 

 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dan 

peranan anggaran sangat penting dan mencakup aspek yang luas dari 

sebuah aktivitas organisasi ataupun negara, melalui anggaran semua 

perencanaan yang telah ditetapkan akan dapat dikontrol atau diawasi 

apakah telah sesuai dengan  perencanaan awal, dan apakah pengelolaan 

dan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

termasuk mekanisme penarikan dan pengadministrasian secara umum serta 
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tepat sasaran.  Pengelolaan keuangan Negara harus memperhatikan asas-

asas keuangan Negara diantaranya adalah : 

a. Asas tahunan, anggaran yang disusun, dilaksanakan, dan 
dipertanggungjawabkan oleh pemerintah serta diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan adalah untuk satu tahun tertentu. 

b. Asas universalitas, keuangan Negara meliputi seluruh transaksi 
dan pembiyaan serta asset dan hutang Negara/Daerah setiap 
transaksi-transaksi keuangan Negara tersebut harus ditampilkan 
atau dimuat dalam dokumen anggaran. 

c. Asas kesatuan, keuangan Negara dikelola sebagai satu kesatuan 
artinya pendapatan dan belanja disajikan dalam satu dokumen 
anggaran untuk seluruh kementerian Negara/lembaga atau satuan 
kerja perangkat daerah.  

d. Asas spesialitas, alokasi anggaran yang disediakan (Kredit 
anggaran) diungkapkan terinci dan peruntukan jelas dalam suatu 
mata anggaran atau rekening belanja yang ditetapkan. 

e. Asas akuntabilitas yang berorinetasi pada hasil, keuangan Negara 
dapat dipertanggungjawabkan dengan orientasi pada hasil atau 
dampak dari kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Hal ini 
mendorong penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja 
(performance budget) sehingga pencapaian pelaksanaan anggaran 
dapat diukur efisiensi, efektifitas, dan ekonominya. 

f. Asas profesionalitas, pengelola keuangan Negara dilakukan secara 
profesional. Oleh karena itu pengelolaan tersebut akan 
dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui dewan perwakilan 
terkait. 

g.  Asas proporsionalitas, keuangan Negara diatur dan dikelola 
secara proporsional sesuai dengan arah strategi pembangunan dan 
prioritas yang telah ditetapkan pemerintah dan melalui 
persetujuan dewan perwakilan tersebut. 

h. Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara, 
pengelolaan keuangan Negara dilakukan secara terbuka, dalam 
arti proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 
diketahui atau diawasi oleh rakyat melalui dewan perwakilan 
terkait. Dokumen anggaran dan pertanggungjawaban keuangan 
Negara merupakan dokumen publik 

i. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas 
dan mandiri, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
Negara diperiksa oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri 
dari rakyat yang diatur dalam undang-undang. Hasil pemeriksaan 
tersebut disampaikan kepada rakyat melalui dewan perwakilan 
terkait dan pemerintah. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan yang 
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telah diserahkan kepada dewan perwakilan merupakan dokumen 
publik. (Bahtiar, 2009:108-110). 
 

Administrasi keuangan negara perlu mendapatkan perhatian khusus 

karena dengan dilaksanakannya pengelolaan administrasi yang baik mulai 

dari pemerintah pusat, dan daerah bahkan pada level yang paling rendah 

dapat meningkatkan kepercayaan publik, bahkan dengan administrasi 

keuangan yang baik berbagai manfaat lain akan diperoleh terutama 

menyangkut informasi mengenai keuangan pemerintah. Pengguna 

informasi keuangan pemerintah antara lain : a. Pemerintah, sebagai 

manajemen. b. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang diwakili oleh 

lembaga legislatif, perwakilan daerah dan majelis permusyawaratan 

rakyat. c. Pemeriksa. d. Kreditur seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan 

Asia, dan Negara atau lembaga kreditur lainnya. (Bahtiar, 2009:13). 

Selanjutnya dijelaskan informasi dan laporan keuangan ini dapat 

dipergunakan untuk memprediksi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan 

negara, dapat pula digunakan untuk merencanakan alokasi belanja dan 

transfer, serta pembiayaan yang diperlukan.  

Alokasi dana pemerintah menjadi isu yang sangat penting dewasa 

ini, bagaimana isu pemerataan pembangunan berhubungan dengan 

pengalokasian dana dari pemerintah. Hubungan keuangan antara pusat dan 

daerah menjadi perhatian berbagai pihak. Menurut Ikhsan (2007:11.61) 

menyatakan : “Alasan utama pemberian alokasi dana oleh pemerintah 

pusat kepada pemda berkaitan erat dengan ketidakseimbangan antara 
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sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya.” Hal tersebut selaras dengan 

otonomi daerah, dimana berbagai urusan yang pada masa lalu dilakukan 

atau dikelola oleh pemerintah pusat kini menjadi tanggungjawab dan 

dikelola oleh pemda. Tanggung jawab dan wewenang yang diberikan 

tersebut tentulah membutuhkan biaya yang besar untuk melaksanakannya. 

Oleh sebab itu alokasi dana pembangunan daerah lebih besar dari sebelum 

diberlakukannya otonomi daerah.  

Undang-undang otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah memuat misi desentralisasi, diharapkan 

mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah, menurut Mardiasmo, 

(2009:25) manfaat tersebut adalah untuk : 

1). Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas 
masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-
hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan 
memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-
masing daerah. 2). Memperbaiki alokasi sumber daya produktif 
melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat 
pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling 
lengkap. 

 

Tujuan lain dari pengalokasian dana ke pemda adalah “Untuk 

mempengaruhi pola pembiayaan yang dianut oleh daerah agar standar 

pelayanan yang dikehendaki oleh pemerintah pusat dapat dicapai” (Ikhsan, 

2007:11.64).  Standar pelayanan yang ingin dicapai  oleh pemerintah pusat 

dapat melalui pemberian Subsidi (Grant), bantuan khusus (Spesific grant) 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



adalah “bentuk subsidi yang dananya telah diperuntukan bagi pembiayaan 

yang telah ditetapkan penggunaannya oleh pemerintah pusat”. (Ikhsan, 

2007:11.74).  Salah satu contoh bantuan khusus ini adalah pemberian dana 

BOS bagi sekolah-sekolah (SD-SMP) negeri dan swasta di seluruh 

Indonesia dengan tujuan agar dapat meringankan beban masyarakat dalam 

bidang pendidikan.  

 

3. Pengawasan 

Peranan dari manajemen dalam sebuah  organisasi  sangat penting, 

salah satu fungsi manajemen adalah Pengawasan. Pengawasan 

(controlling) menurut para pakar didefinisikan sebagai berikut 

:“Controlling is the process of regulating the various factors in an 

enterprise according to the requirement of its plans” (Earl P. strong dalam 

Brantas, 2009) sedangkan G.R.Terry (dalam Brantas;2009:189), 

mendefinisikan pengawasan sebagai berikut :  

Controlling can be defined as the prosess of determining what is to 
be accomplished that is the standard, what is being accomplished, 
that is the performance, evaluating the performance and if 
necessary applying corrective measure so that performance takes 
place according to plans, that is, in conformity with the standard. 

 

Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah 

proses sehingga hasil akhir diketahui. Dalam setiap kegiatan apalagi dalam 

hal pertanggungjawaban keuangan Negara, dibutuhkan pengawasan yang 

baik agar sasaran dari program pemerintah dapat tercapai sesuai dengan 
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standar yang ingin dicapai. Fungsi pengawasan dalam pengelolaan  

keuangan negara antara lain untuk : “mencegah terjadinya kebocoran-

kebocoran, pemborosan, inefisiensi, salah urus maupun korupsi yang 

merugikan negara” (Ikhsan, 2007:12.1) berdasarkan pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kerugian negara dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor diantaranya kebocoran-kebocoran dan korupsi  yang dilakukan oleh 

oknum tertentu, kurang optimalnya pemanfaatan dana serta pengelolaan 

dan pengurusan keuangan yang salah. 

Pengawasan terkait erat dengan fungsi perencanaan karena 

berdasarkan rencana tersebutlah pengawasan dapat dilakukan atau rencana 

yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan, 

sejalan dengan hal tersebut Hasibuan dalam Brantas, (2009:189) 

menyatakan bahwa Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan, 

pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana, pelaksanaan rencana 

akan baik jika pengawasan dilakukan dengan baik, dan tujuan baru dapat 

diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan atau 

penilaian dilakukan. Menurut Woelfel (dalam Ikhsan;2007,12.4)  

menyatakan bahwa Perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran organisasi, sedangkan pengawasan merupakan alat untuk mencapai 

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut,  Brantas, (2009:30) 

menyatakan dalam pengawasan terdapat langkah-langkah yang harus 

diperhatikan, yaitu : 

- Tetapkan ukuran-ukuran. 
- Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran. 
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- Perbaiki penyimpangan-penyimpangan. 
- Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan 

hasil-hasil pengawasan dan perubahan kondisi-kondisi. 
- Berhubungan selalu selama proses pengawasan. 

 
 
Objek pengawasan keuangan publik adalah anggaran negara 

(budget), oleh karena itu pengawasan keuangan publik sama dengan 

pengawasan anggaran. Ikhsan (2007:12.6) menyatakan : 

Dinamakan pengawasan anggaran karena pengawasan keuangan 
publik menggunakan anggaran sebagai tolak ukur dalam 
melakukan pengawasan. Dengan demikian pengawasan keuangan 
publik merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan budget atau 
anggaran apakah telah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau 
tidak. Pengawasan dilakukan terhadap seluruh unit atau perangkat 
organisasi pemerintah dari level tertinggi sampai dengan level 
terendah, dari pusat hingga daerah, termasuk BUMN dan BUMD. 

 

Pengawasan akan bermakna apabila tujuan dari pengawasan telah 

tercapai, tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pengawasan adalah : 

a. Pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai 
visi dan misinya secara lebih efisien dan efektif; 

b. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan 
akuntabilitas; 

c. Menimbulkan suasana saling percaya di dalam dan di luar 
organisasi; 

d. Meningkatkan akuntabilitas organisasi; 
e. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi; dan 
f. Mendorong terwujudnya good corporate governance. 

(Ikhsan, 2007:12.11). 
 
 
Manfaat pengawasan menurut Brantas, (2009:191) untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada 

dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi 

yang obyektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara 
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pelaksanaan dengan perencanaanya. Menurut Abdurrahman (dalam 

Safiie;1997:83) beberapa faktor yang membantu pengawasan dan 

mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan 

wewenang, yaitu : 

a. filsafat yang dianut bangsa tersebut. 
b. Agama yang mendasari seseorang tersebut. 
c. Kebijakan yang dijalankan. 
d. Anggaran pembiayaan yang mendukung. 
e. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya. 
f. Kemantapan koordinasi dalam organisasi. 

 
 

Pengawasan dapat dilakukan di bidang keuangan (finansial)  

maupun pengawasan non keuangan (non-finansial). “Pengawasan non 

finansial memonitor aktivitas-aktivitas maupun program-program 

yang terkait dengan aspek finansial, yakni efektifitas, efisiensi, dan 

ekonomis.” (Ikhsan, 2007:12.11)  selanjutnya dijelaskan : 

Pengawasan organisasi digunakan untuk tujuan mengevaluasi 
kinerja organisasi secara keseluruhan, yang sering diukur 
dengan tingkat keuntungan yang diperoleh, tingkat pencapaian 
tujuan, perubahan struktur, rencana dan tujuan organisasi. 
Pengawasan operasional yang dilakukan bertujuan untuk 
mengukur kinerja organisasi dari waktu ke waktu dengan 
menetapkan standar yang dapat digunakan untuk memonitor 
kinerja. (Ikhsan, 2007:12.11)   
 

Pengawasan dapat dilakukan bertahap sesuai dengan waktu dan 

standar tertentu dalam proses operasional sebuah organisasi untuk 

melihat capaian yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, sehingga 

apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan dapat dilakukan 

perbaikan dengan segera. Dalam kaitanya dengan akuntabilitas publik 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



dalam proses pengelolaan negara Mardiasmo (2009:22) menyatakan 

sebagai berikut : 

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses 
dapat dilakukan, misalnya dengan ada tidaknya mark up dan 
pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-
sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan 
mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam 
pelayanan. 

 
 

Bentuk-bentuk pengawasan diantaranya adalah pengawasan 

langsung dan tidak  langsung, pengawasan langsung dilakukan oleh 

pimpinan secara langsung di dalam organisasi atau dikenal dengan 

bulid in control (pengawasan melekat). “Sedangkan pengawasan tidak 

langsung dilakukan oleh pimpinan atau aparat melalui laporan-laporan 

yang diterimanya, pengawasan administratif adalah pengawasan yang 

meliputi bidang keuangan, kepegawaian serta material” (Ikhsan, 

2007:12.13).  selanjutnya David Garnick (dalam Safiie;1997:83) 

mengemukakan tiga fase dalam pengawasan yang dapat di identifikasi 

sebagai berikut : a.) Fase legislatif. b).  Fase administratif. c). Fase 

dukungan. Mekanisme pengawasan keuangan publik perlu 

mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama bagi 

penyelenggara pemerintahan atau birokrasi maupun bagi lembaga-

lembaga pengawasan yang ada. Effendi, dalam Suara Karya (2003), 

menyatakan bahwa : “ Mekanisme pengawasan keuangan negara 

dapat dibedakan atas dua hal yaitu pengawasan intern dan pengawasan 

ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan supervise 
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(built in control), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui 

lembaga-lembaga pengawasn intern. ” 

Lebih lanjut dijelaskan “adapun pengawasan birokrasi yaitu 

pengawasan melalui sistem dan prosedur administrasi.” (Effendi, 

2003). Prosedur yang sesuai akan mempermudah pengawasan 

terhadap anggaran negara, sistem yang baik dan bekerja sesuai dengan 

fungsi dan peranannya akan menjadi objek dari pegawasan birokrasi. 

Hal tersebut penting karena sistem yang tidak berjalan sesuai aturan 

yang ada akan menghambat proses pencapaian tujuan negara. 

Prosedur administrasi menunjukan bahwa sistem dapat bekerja dengan 

baik dengan bukti-bukti tertulis yang sah dari pihak-pihak terkait. 

Pengawasan terhadap sebuah program mencakup keseluruhan 

perencanaan yang telah ditetapkan, pemeriksaan terhadap berbagai 

aspek yang ada dalam berbagai kebijakan pemerintah merupakan 

tuntutan dan  keharusan dalam organisasi atau Negara. Pemeriksaan 

atau auditing dilakukan oleh pemeriksa intern atau pemeriksa ekstern 

organisasi. Akmal (2007) berpendapat Independensi pemeriksa intern 

terbatas hanya sampai obyek pemeriksaannya, sedangkan pemeriksa 

ekstern tidak terbatas. Lebih lanjut disebutkan  beberapa perbedaan 

pemeriksaan intern dan ekstern sebagai berikut: 

1. Tujuan pemeriksaan keuangan oleh pemeriksa ekstern 
adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran 
laporan keuangan secara keseluruhan yang akan diberikan 
kepada semua pihak, sedangkan pemeriksaan intern juga 
mempunyai tujuan yang sama, namun penggunaannya hanya 
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terbatas bagi manajemen perusahaan dan bagi pemeriksa 
ekstern. 

2. Penugasan yang dominan untuk pemeriksaan intern adalah 
jenis pemeriksaan operasional sedangkan untuk pemeriksa 
ekstern adalah jenis periksaan atas laporan keuangan. 

3. Pada pemeriksaan intern pemeriksaannya terdiri dari 
berbagai disiplin ilmu, sedangkan pada pemeriksaan ekstern 
pemeriksanya kebanyakan akuntan. 
(Akmal, 2007:2). 
 
 

Pemeriksaan intern berguna agar berbagai prosedur dan tahapan 

pelaksanaan program berjalan dengan baik, salah satu tujuan 

pemeriksaan intern menurut Akmal (2007) adalah untuk menentukan 

tingkat ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan 

perundang-undangan. Sehubungan dengan pengendalian intern dan 

ekstern tersebut, keduanya akan saling melengkapi guna 

pengembangan program dan organisasi pada umumnya. Sementara itu 

peran pengawas internal menurut Ikhsan (2007:12.15) mencakup 

beberapa hal, yaitu : Peningkatan kualitas keandalan ketepatan waktu 

informasi pertanggungjawaban pengelolaan organisasi, dan kepastian 

terwujudnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi. 

Pengawas internal menekankan pada pemberian bantuan bagi 

manajemen untuk dapat mengidentifikasi dan memberikan 

rekomendasi kepada manajemen terkait inefisiensi dan berbagai 

potensi kegagalan dalam berbagai program. Sementara itu cirri-cii 

pengendalian manajemen yang efektif menurut Akmal (2007:25) 

adalah tujuannya jelas, dibangun untuk tanggungjawab bersama serta 

biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan. 
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Pemeriksaan oleh para auditor akan memberikan kontribusi 

yang besar bagi berbagai pihak terutama bagi pihak manajemen 

organisasi. Berikut ini pendapat dari Robert, Dearden & Bedford 

dalam Maulana (1992) menyatakan: 

Auditor intern membantu usaha-usaha untuk mengembangkan 
dan memadukan pengendalian akuntansi perencanaan 
manajemen sampai pengendalian akuntansi dan auditing 
terintegrasi sebagai bagian dari proses pengendalian manajemen. 
Untuk melakukan hal ini mungkin diperlukan auditor ekstern 
guna mengaudit bukan hanya kesesuaian dengan standar 
akuntansi, melainkan juga efisiensi dan efektivitas perencanaan, 
pengoorganisasian, dan unjuk kerja organisasi. Usaha lainnya 
juga telah dilakukan untuk menyesuaikan pengendalian 
akuntansi intern dengan pengendalian tugas. 
(Robert, Dearden & Bedford dalam Maulana,1992:27) 
 
 
Lebih lanjut Maulana menyatakan bahwa sistem pengendalian 

manajemen haruslah didesain untuk memudahkan perencanaan bagi 

pelaksanaan strategi, untuk memotifasi para manajer guna mencapai 

tujuan-tujuan organisasi, dan untuk mengembangkan informasi guna 

mengevaluasi prestasi dalam mencapai tujuan. Harold Koontz dan 

Cyril O’ Donnel, mengemukakan asas-asas pengawasan yaitu : 

1. Asas tercapainya tujuan (Principle of assurance of 
objective). 

2.  Asas efisiensi dan pengawasan (Principle of efficiency of 
control). 

3. Asas tanggung jawab pengawasan (Principle of control 
responsibility). 

4. Asas pengawasan terhadap masa depan (Principle of future 
control). 

5. Asas pengawasan langsung (Principle of direct control). 
6. Asas refleksi rencana (Principle of reflection plans). 
7. Asas penyesuaian dengan organisasi (Principle of 

organization suitability). 
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8. Asas pengawasan individu (Principle of individual of 
control). 

9. Asas standar (Principle of standard). 
10. Asas pengawasan terhadap strategis (Principle of strategic 

point control). 
11. Asas kekecualian (The exception principle). 
12. Asas pengawasan fleksibel (Principle of flexibility of 

control). 
13. Asas peninjauan kembali (Principle of review). 
14. Asas tindakan (Principle of action). 

(Brantas, 2009:191-193) 
 

Dengan adanya asas-asas pengawasan di atas diharapkan pihak 

pengawas memiliki acuan dalam melaksanakan tugasnya, di sisi lain 

dengan adanya asas-asas tersebut akan sangat membantu berbagai 

pihak dalam menjalankan berbagai program yang telah direncanakan 

agar dapat berjalan dengan baik.  Berbagai hal yang harus diperhatikan 

dalam melaksanakan pengawasan diantaranya adalah sifat dan waktu 

pengawasan, hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

organisasi, dalam hal ini pihak intern organisasi maupun pihak luar 

organisasi. Adapun Sifat dan waktu pengawasan dapat dibedakan 

menjadi : 

a. Preventive control, adalah pengawasan yang dilakukan 
sebelum kegiatan dilakukan. 

b. Repressive  control, adalah pengawasan yang dilakukan 
setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. 

c. Pengawasan saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan 
segera diperbaiki. 

d. Pengawasan berkala, adalah pengawasan yang dilakukan 
secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-
lain. 

e. Pengawasan mendadak (sidak), adalah pengawasan yang 
dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa 
pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang dilaksanakan 
atau tidak dilaksanakan dengan baik. 
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f. Pengamatan melekat (waskat), adalah pengawasan yang 
dilakukan secara integrative mulai dari sebelum, pada saat 
dan sesudah kegiatan dilakukan. 
(Brantas, 2009:198) 

 

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

didalam melaksanakan pengawasan hal-hal yang mutlak dijadikan 

pedoman agar pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien adalah  

asas-asas pengawasan yang berlaku, sifat  dan waktu pengawasan. Hal 

lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengawasan adalah 

penyesuaian  obyek atau tujuan yang ingin diawasi  dengan kebutuhan  

organisasi sebagai  dasar dan acuan untuk  menentukan berbagai 

tindakan atau kebijakan yang akan diambil. Jenis-jenis pengawasan 

yang menjadi sasaran  pengawasan mencakup pengawasan atas : 

a. Pengawasan karyawan, yang ditujukan kepada hal-hal yang ada 
hubungannya dengan kegiatan karyawan. b. Pengawasan keuangan, 
yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan. c. 
Pengawasan produksi,  yang ditujukan untuk mengetahui kualitas 
dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan 
standar dan rencanannya. d. Pengawasan waktu, yang ditujukan 
kepada penggunaan waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan  
sesuai atau tidak dengan rencana. e. Pengawasan teknis, yang 
ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik, yang berhubungan 
dengan tindakan dan teknis pelaksanaan. f. Pengawasan 
kebijaksanaan, yang ditujukan untuk mengetahui dan menilai 
apakah kebijakan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang 
telah digariskan. g. Pengawasan penjualan, yang ditujukan untuk 
mengetahui apakah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual 
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. h. Pengawasan 
inventaris, yang ditujukan untuk mengetahui apakah inventaris 
perusahaan/organisasi masih ada semuanya atau ada yang hilang. i. 
Pengawasan pemeliharaan, ditujukan untuk mengetahui apakah 
semua inventaris perusahaan dan kantor dipelihara dengan baik 
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atau tidak, dan apabila ada yang rusak apakah masih dapat 
diperbaiki atau tidak. (Brantas, 2009:193-194) 

 

b. Monitoring 

Monitoring diartikan sebagai “proses rutin pengumpulan 

data dan pengukuran kemajuan atas objektif program/memantau 

perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.” (Suzanne, 

2009). Menurut Prasetyo (2009),  monitoring diartikan sebagai :  

“Kegiatan untuk mengikuti suatu program dan pelaksanaannya 

secara mantap, teratur dan terus menerus dengan cara 

mendengar, melihat, dan mengamati, serta mencatat keadaan 

serta perkembangan program tersebut.“  Definisi monitoring 

menurut Casely & Kumar  (1987) , adalah sebagai berikut : 

Monitoring adalah penilaian yang terus menerus terhadap 
fungsi kegiatan-kegiatan proyek di dalam konteks jadwal-
jadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan input-input 
proyek oleh kelompok sasaran di dalam konteks harapan-
harapan rancangan. Monitoring adalah kegiatan proyek 
yang integral, bagian penting dari praktek manajemen 
yang baik dan karena itu merupakan bagian yang integral 
dari manajemen sehari-hari.  

   

Sementara  Akbar (2011), mengartikan monitoring  

sebagai berikut : 

Monitoring (pemantauan) merupakan prosedur analisis 
kebijakan yang akan digunakan untuk memberikan 
informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. 
Monitoring juga merupakan sumber informasi utama 
tentang implementasi kebijakan. Jadi, monitoring 
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merupakan cara untuk membuat pernyataan yang sifatnya 
penjelasan (designative claims) tantang kebijakan di waktu 
lampau maupun sekarang. Monitoring menghasilkan 
kesimpulan yang jelas selama dan setelah kebijakan 
diadopsi serta diimplementasikan (ex postfacto) 

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

monitoring merupakan sebuah kegiatan yang mampu 

menghasilkan gambaran secara menyeluruh terhadap program 

yang sudah ataupun sedang dilaksanakan, perkembangan 

pelaksanaan program tersebut terus diawasi dan diidentifikasi 

secara rutin, baik menyangkut perencanaan komponen program, 

waktu, dan pelaksanaan program dan kemajuan yang telah 

dicapai. Kegunaan monitoring menurut William Travers Jarome 

dalam Prasetyo (2009),  adalah sebagai berikut : 

1. Monitoring yang digunakan untuk memelihara dan 
membakukan pelaksanaan suatu rencana dalam rangka 
meningkatkan daya guna dan menekan biaya 
pelaksanaan program. 

2. Monitoring yang digunakan  untuk mengamankan harta 
kekayaan organisasi atau lembaga dari kemungkinan 
gangguan, pencurian, pemborosan, dan 
penyalahgunaaan. 

3. Monitoring yang digunakan langsung untuk 
mengetahui kecocokan antara kualitas suatu hasil 
dengan kepentingan para pemakai hasil dengan 
kemampuan tenaga pelaksana. 

4. Monitoring yang digunakan untuk mengetahui 
ketepatan pendelegasian tugas dan wewenang yang 
harus dilakukan oleh staf atau bawahan. 

5. Monitoring yang digunakan untuk mengukur 
penampilan tugas pelaksana. 

6. Monitoring yang digunakan untuk mengetahui 
ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan 
program. 
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7. Monitoring yang digunakan untuk mengetahui berbagai 
ragam rencana dan kesesuaiannya dengan sumber-
sumber yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga. 

8. Monitoring yang digunakan untuk memotivasi 
keterlibatan para pelaksana. 

 

Monitoring berkaitan erat dengan supervisi dan evaluasi 

program. UNESCO (1982) dalam Prasetyo (2009), menyatakan 

ada lima kaitan dan perbedaan antara monitoring dan evaluasi 

adapun kaitan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Fokus monitoring adalah program yang sedang 
dilaksanakan, bukan pada konteks kegiatan yang 
harus dilakukan oleh pelaksana program. Sedangkan 
evaluasi sering dilakukan sejak perencanaan program. 

b. Monitoring menitikberatkan pada aspek kuantitatif 
dalam pelaksanaan program yang dapat menjadi 
bahan untuk kegiatan evaluasi. Evaluasi dapat 
melengkapi hasil monitoring dengan data tambahan 
yang diperlukan sesuai dengan tujuan evaluasi yang 
mengarah pada aspek kualitatif. Monitoring 
berhubungan erat dengan dimensi kuantitatif tentang 
efektifitas program seperti banyaknya output program. 

c. Monitoring mencakup usaha untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor pendukung program. 

d. Kontribusi yang dapat dimanfaatkan dengan segera. 
e. Monitoring dan evaluasi merupakan proses yang 

saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. 
 

Monitoring  dapat dilakukan setelah sebuah kebijakan 

dilaksanakan dengan maksud melihat dampak atau perubahan 

dari sebuah kebijakan yang dijalankan. Program-program yang 

ada akan dipelajari dengan sebaik-baiknya  agar dapat 

memberikan masukan bagi pembuat kebijakan. Agar dampak 

dan tujuan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat 
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semakin baik dapat dilakukan dengan menambah masukan/input 

berupa sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi. 

 

c. Evaluasi 

Monitoring sering dipadankan dengan kata evaluasi, hal 

ini karena kedua hal tersebut mengarah kepada pengawasan dan 

penilaian dalam arti yang lebih khusus yakni pengawasan dan 

penilaian terhadap sebuah program atau kebijakan. Kebijakan 

publik dalam implementasinya perlu dilakukan monitoring dan 

evaluasi, pada paparan sebelumnya pembahasan tentang apa itu 

monitoring telah dijelaskan dengan berbagai teori dan definisi, 

selanjutnya penulis akan memaparkan apa itu evaluasi 

berdasarkan pendapat para ahli dan konsep-konsep yang 

berkaitan dengan evaluasi. Menurut prasetyo (2009),  evaluasi 

adalah : 

proses untuk menentukan nilai atau harga dari sebuah 
program. Kursus, atas prakarsa lainnya menuju pada 
tujuan akhir yaitu menghasilkan keputusan mengenai 
penerimaan, penolakan atau perbaikan inovasi.  Evaluasi 
adalah istilah yang menyeluruh, sering menggunakan data 
penilaian sebagai tambahan terhadap jenis data lainnya 
yang dijadikan sumber. 

  

Pengertian evaluasi menurut Suzanne (2009), adalah 

“penggunaan metode penelitian sosial untuk secara sistematis 

menginvestigasi program, menilai kontribusi program terhadap 
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perubahan (goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, 

kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi)”.  Definisi 

lain dari Evaluasi menurut evaluationwiki.org. adalah “As 

defined by the American Evaluation Association, evaluation 

involves assessing the strengths and weaknesses of programs, 

policies, personnel, products, and organizations to improve 

their effectiveness.”  Evaluasi didefinisikan oleh Casely & 

Kumar (1987), sebagai  “penilaian berkala terhadap relevansi, 

penampilan, efisiensi dan dampak proyek di dalam konteks 

tujuan yang sudah ditetapkan. Evaluasi biasanya menggunakan 

perbandingan yang membutuhkan informasi dari luar proyek - 

tentang waktu, daerah atau populasi”.  Hal-hal yang perlu 

menjadi perhatian dalam melakukan evaluasi adalah sebagai 

berikut : 

- Evaluasi memerlukan desain studi/penelitian. 
- Evaluasi terkadang membutuhkan kelompok kontrol atau 

kelompok pembanding. 
- Evaluasi melibatkan pengukuran seiring dengan 

berjalannya waktu. 
- Evaluasi melibatkan studi/penelitian khusus. 
   (Suzanne, 2009). 

 
 

Adapun tujuan dari evaluasi diantaranya : “Tujuan dari 

evaluasi program  berfungsi sebagai pengarah kegiatan evaluasi 

dan sebagai acuan untuk mengetahui efesiensi dan efektivitas 
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kegiatan evaluasi program.” (Prasetyo, 2009). Tujuan dari 

evaluasi juga dinyatakan sebagai berikut : 

Untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu 
periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum 
dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus, 
untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang 
membawa organisasi pada penggunaan sumber daya yang 
dimiliki secara efesien dan ekonomis, dan  
untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, 
penyimpangan dilihat dari aspek-aspek tertentu. 
(kojingtechnolog.wordpress.com,2010) 

 

Jenis evaluasi di bagi menjadi 2 (dua) yakni evaluasi 

sumatif dan evaluasi formatif, penjelasan kedua jenis evaluasi 

tersebut adalah sebagai berikut : “Formatif menyediakan 

informasi untuk meningkatkan atau memperbaiki produk atau 

proses, sedangkan evaluasi sumatif menyediakan efektifitas 

jangka pendek atau informasi dampak jangka panjang untuk 

menentukan apakah akan mengadopsi atau tidak suatu proses 

atau produk.”  Sementara itu  Stufflebeam membedakan evaluasi 

menjadi Proactive evalution  yang digunakan untuk melayani 

pemegang keputusan dan Retroactive evalution yang digunakan 

untuk keperluan pertanggungjawaban  (Prasetyo, 2009). Adapun 

fungsi evaluasi program  menurut Scriven (1967) adalah sebagai 

berikut: 

a). Fungsi Formatif yaitu evaluasi dipakai untuk perbaikan 
dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan 
(program, orang, produk, dsb). 
b). Fungsi sumatif yaitu evaluasi dipakai untuk 
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pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. 
Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan, 
implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan 
program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, 
menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang 
terlibat. (Kojingtecnolog. Wordpress.com, 2010).   

 
 
 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan 

kriteria-kriteria   penilaian suatu objek adalah : 

- Kebutuhan, ideal,  dan nilai-nilai. 
- Penggunaan yang optimal dari sumber-sumber dan 

kesempatan. 
- Ketepatan efektivitas program. 
- Pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dan tujuan 

penting lainnya. (Prasetyo, 2009). 

 

 

B.  Penyaluran Dana BOS 

Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 mendefinisikan BOS sebagai  

program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan 

pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar 

sebagai pelaksana program wajib belajar. Secara umum tujuan  dari 

program ini adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun 

yang bermutu.  Agar program ini dapat berjalan dengan baik ditetapkan 

lah mekanisme penyaluran, pengadministrasian, serta pelaporan 

sedemikian rupa seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun 2010.  
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 Jadwal dan mekanisme penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah 

penerima telah ditetapkan dengan jelas dalam buku panduan BOS, ada 2 

(dua) tahap penyaluran dana BOS, tahap I adalah penyaluran Dana dari 

Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah, dan tahap II adalah 

penyaluran Dana dari Kas Umum Daerah ke Sekolah. 

Tahapan-tahapan penyaluran yang ada adalah sebagai berkut : 

1. Tahap I Penyaluran Dana dari Kas Umum Negara ke Kas Umum 

Daerah, meliputi : 

a. Penyaluran BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari 

rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. 

b. BOS disalurkan secara triwulan (tiga bulanan), yaitu: triwulan I 

(Januari – Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-

September), dan Triwulan IV (Oktober-Desember). 

c. Penyaluran Triwulan pertama, kedua, ketiga adalah masing-

masing ¼ (satu perempat) dari alokasi sementara yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Keuangan. 

d. Penyaluran Triwulan keempat sebesar selisih antara penetapan 

alokasi prognosa defenitif BOS dengan jumlah dana yang telah 

disalurkan dari Triwulan pertama sampai dengan Triwulan ketiga. 

Untuk Tahap II, Penyaluran Dana dari Kas Umum Daerah ke Sekolah 

Negeri adalah sebagai berikut : 
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a.  Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) kepada KPA setiap triwulan sesuai dengan 

alokasi dana yang telah ditetapkan. 

b. KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang 

disampaikan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D. 

c. Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan 

mentransfer dana BOS yang diterima dari BUD langsung ke 

PBPP untuk pembayaran kegiatan BOS di masing-masing 

sekolah. 

d.  Proses penyelesaian penyaluran dana BOS sebagaimana 

dimaksud pada poin a,b,c di atas paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 

e.  PBPP melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterima pe 

Triwulan dengan melampirkan rekap SPJ dan dokumen bukti 

pertanggungjawaban yang sah kepada Bendahara Pengeluaran 

Pembantu di Dinas Pendidikan paling lama 10 hari kerja sebelum 

berakhirnya setiap triwulan. 

f.  Realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan jumlah dan 

bukti-bukti yang sah dicatat dalam BKU oleh Bendahara 

Pengeluaran Pembantu di KPA-SKPD pendidikan berikut 

pengelompokan realisasi anggaran per jenis belanja. 
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g.  Pencairan triwulan kedua dan seterusnya diajukan oleh 

bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan poin a  sampai 

dengan  d  di atas dengan memperhatikan perubahan alokasi per 

sekolah yang ditetapkan oleh Kemendiknas. 

h.  SKPD pendidikan melaporkan kekurangan atau kelebihan dana 

BOS per sekolah berdasarkan jumlah murid di masing-masing 

sekolah pada poin e di atas kepada Kemendiknas untuk 

dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah.  

      (Sumber : Kementerian Pendidikan Nasional, 2011). 
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Berdasarkan paparan sebelumnya, maka penulis menyusun 

kerangka berpikir sebagai berikut : 

 

Bagan 2.1 

Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan Keuangan  Publik, Mencakup  : 
 

1. Tujuan  Pengawasan 
2. Faktor Pendukung Pengawasan 
3. Asas-Asas Pengawasan 
4. Sifat dan Waktu Pengawasan 
5. Monitoring.  
6. Evaluasi 

 

 

Sekolah 

Administrasi 
Publik 

 

Dana Bos 

Administrasi  Penyaluran, Mencakup : 
 
 Penyaluran tahap I. 
 Penyaluran tahap II. 
 Penyaluran setiap triwulan. 
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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis  Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif artinya penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang,  sebagai instansi yang terkait langsung 

dalam memonitor dan mengevaluasi berbagai administrasi yang diperlukan 

dalam penyaluran dana BOS ke sekolah penerima di Kabupaten Sintang. 

Metode deskriptif menurut Singarimbun (1989:4), merupakan penelitian yang 

biasanya mempunyai dua tujuan, yang pertama adalah untuk mengetahui 

perkembangan sarana fisik tertentu atau frekwensi terjadinya suatu aspek 

fenomena sosial tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena 

sosial tersebut. Guna mendapatkan data dan informasi yang handal, penulis 

menggunakan metode Triangulasi, Triangulasi dalam penelitian kualitatif 

dipaparkan sebagai berikut :  

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang 
dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan  dan menganalisis data. Ide 
dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan 
baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari 
berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang 
yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran 
yang handal.  Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran 
data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang 
yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak  mungkin bias  yang 
terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. (Raharjo, 2010).  
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Menurut Norman.K. Denkin, triangulasi ini meliputi 4 (empat) hal yaitu: 

triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan 

kelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Sehubungan dengan 

hal tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi metode dan 

triangulasi sumber data. Triangulasi metode dipaparkan sebagi berikut : 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi 
atau data  dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam 
penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, 
dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan 
gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa 
menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. 
Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan 
untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa 
menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran 
informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan 
diharapkan diperoleh  hasil yang  mendekati kebenaran. (Raharjo, 2010).  

 

Sementara itu, untuk triangulasi sumber data, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Triangulasi data ini dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti 
menggunakan banyak sumber data. Triangulasi dengan sumber lain  berarti 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 
kualitatif. Hal ini dapat dicapat dengan jalan : 

• Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi 
• Membandingkan dengan apa yang dikatakan secara pribadi dengan apa 

yang dikatakan di depan umum. 
• Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
• Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dari berbagai lapisan masyarakat baik tingkat pendidikan, 
satatus pekerjaan misalnya. 

• Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen lainnya. 
    (Wordpress.com, 2010) 
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Penggunaan Sumber data dan informasi yang berbeda dimaksudkan agar 

dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dari permasalahan yang ada 

terkait pengawasan dan penyaluran  dana BOS di Kabupaten Sintang. Adapun  

pihak yang menjadi sumber informasi dan penyedia data adalah pihak sekolah 

dalam hal ini  Kepala SMP, Guru, dan Komite sekolah serta Pihak Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sintang. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut 

diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan gambaran yang semakin nyata 

tentang bagaimana pengawasan dana BOS di Kabupaten Sintang. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Dengan mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga, penelitian 

dilaksanakan  pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan SMP Negeri 1 

Ambalau Kecamatan Ambalau serta  SMP Negeri 1 Kayan Hulu Kecamatan 

Kayan Hulu sebagai penerima dana BOS. Adapun yang menjadi  pertimbangan 

penulis memilih  Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebagai lokasi 

penelitian  adalah untuk memperoleh data dan informasi terkait penyaluran 

dana BOS ke sekolah penerima, administrasi apa saja yang harus diserahkan 

pihak sekolah penerima agar penyaluran dapat berjalan dengan baik dan 

bagaimana bentuk-bentuk pengawasan dan monitoring serta evaluasi yang 

dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.  Sedangkan  untuk 

sekolah penerima dana BOS  diharapkan diperoleh data dan informasi 

bagaimana pengadministrasian dana BOS di sekolah penerima, bagaimana 
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pengawasan dan monitoring serta evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait 

sehubungan dengan pengelolaan dana BOS di sekolah. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pada paparan sebelumnya  telah dibahas mengenai metode yang 

digunakan penulis untuk memperoleh data, yakni dengan mengunakan 

pendekatan Triangulasi, secara khusus triangulasi metode, sehingga untuk 

mendapatkan data-data yang valid peneliti melakukan pengumpulan data  

dengan cara : 

a. Studi dokumenter dilakukan untuk memperoleh data-data skunder dan 

memperkaya teori-teori serta untuk melihat keterkaitan antara sumber-

sumber data dan guna memperoleh data yang baik. Studi Kepustakaan 

dilakukan sebagai upaya untuk memperkaya teori dalam rangka 

merumuskan pemahaman teoritis terhadap fenomena yang akan diteliti 

(Effendi 1989:23) 

b. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan 

jelas, serta untuk menambah pemahaman terhadap suatu fenomena yang 

terjadi, wawancara kepada Tim Penanggungjawab Program BOS di 

Kabupaten Sintang diharapkan mampu memberikan penjelasan secara 

lebih menyeluruh terhadap berbagai permasalahan yang ada terutama 

dalam hal pengawasan dan administrasi penyaluran dana BOS. “Dengan 

wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan 
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dialami seseorang/subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi 

jauh di dalam diri subjek penelitian”.  (Faisal 1990:61). 

c. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung dan 

menyeluruh  tentang obyek penelitian yang ada. Observasi dilakukan 

dengan kegiatan pengamatan fenomena yang secara langsung berhubungan 

dengan sasaran yang diamati dan hanya membatasi pada persoalan yang 

ditanyakan (Thoha, 1989). 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara 

yang berupa susunan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

masalah penelitian dan aspek-aspek yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dikelompokan sedemikian rupa sesuai dengan narasumber yang 

ada untuk  mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Guna mendukung kelancaran pengumpulan data tersebut, peneliti 

menggunakan alat bantu dokumentasi berupa kamera dan alat foto copy 

yang akan digunakan untuk menyimpan dan 

memperbanyak/menggandakan data-data yang relevan. 

E.  Subyek Penelitian 

Subyek penelitian atau informan kunci dalam penelitian ini adalah 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Sekolah penerima 

dana BOS,  guru dari sekolah yang diteliti, dan  anggota komite sekolah 
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dari masing-masing sekolah yang diteliti.  Subyek penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan masukan dan pandangan yang semakin 

baik terhadap permasalahan yang ada, hal ini sejalan dengan pendekatan 

yang digunakan yakni triangulasi sumber data seperti yang telah 

dipaparkan pada bagian awal Bab ini. Subyek penelitian yang diambil dari 

berbagai kalangan dan kepentingan diharapkan semakin memperkaya 

pemahaman penulis terhadap berbagai situasi dan permasalahan yang ada, 

berikut aspek-aspek yang menyertainya. 

 

F.  Analisis Data 

 Data dan informasi yang diperoleh akan dikumpulkan dan di 

analisis menggunakan analisis kualitatif dan selanjutnya akan dilakukan 

interpretasi guna memecahkannya. Menurut Bogdan dan Bilken, analisis 

data adalah “proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip 

interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan, 

yang kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman “. 

(Irawan, 2007:5.20). Sedangkan penulisan kualitatif menurut Santana 

(2007:68) adalah :  

Kerangka dimulai dengan pokok-pokok (sub pokok) fenomena 
(berupa fakta-fakta atau data) yang didapat saat melakukan prariset. 
Kemudian, mengerangkakan asumsi-asumsi teoritik  dan literature 
yang dipakai untuk membahas berbagai temuan gejala tersebut. 
Berbagai fakta dan data itu lalu dibahas. Dan,  coba diasumsikan ke 
dalam simpulan-simpulan tertentu. 

 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



BAB  V 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengawasan terhadap administrasi penyaluran dana BOS di Kabupaten 

Sintang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan hal tersebut 

disebabkan karena masih kurangnya kualitas dan kwantitas SDM Pengawas 

dan pengelola dana BOS  yang ada. Masih perlunya peningkatan peranan 

komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS dalam rangka mewujudkan  

akuntabilitas publik yang semakin baik.  

2. Monitoring dan evaluasi dalam program BOS di Kabupaten Sintang perlu 

ditingkatkan terutama dalam memonitor pengelolaan keuangan dan 

pengadministrasian yang lebih baik. Responden dalam kegiatan monitoring 

yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS  masih belum mewakili pihak 

Komite Sekolah. Koordinasi dan konsultasi antara berbagai pihak terutama 

pihak Dinas Pendidikan Kabupaten dan sekolah masih perlu ditingkatkan. 

3.  Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam hal 

peningkatan pengawasan dan monitoring serta evaluasi yang ada terkait 

administrasi penyaluran yang akuntabel dan tepat waktu adalah dengan 

melakukan pembinaan secara administrasi dan langsung turun ke sekolah 

penerima. Untuk meningkatkan pengawasan dana BOS dan mengurangi 
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biaya monitoring, pengawasan melibatkan pengawas sekolah. Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sintang juga selalu menghubungi sekolah-sekolah 

yang masih belum mampu menyerap dana sesuai jadwal, langkah-langkah 

yang diambil diantaranya menghubungi via telepon/SMS untuk mengetahui 

kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan masukan agar sekolah 

dapat menyerap dana dengan baik. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diambil untuk 

pengawasan administrasi penyaluran dana BOS di Kabupaten Sintang adalah : 

1. Pengawasan terhadap administrasi penyaluran dana BOS di Kabupaten 

Sintang perlu ditingkatkan agar kelancaran operasionalisasi dana BOS 

tersebut berjalan lancar, diantaranya dengan meningkatkan mutu SDM 

pengawas maupun pengelola dana BOS melalui pelatihan atau bimbingan 

teknik pengelolaan keuangan, keahlian yang dimiliki juga harus disertai 

dengan komitmen yang tinggi dari masing-masing pihak, baik itu pengawas 

maupun pengelola dana BOS.  Pemenuhan terhadap tenaga 

pengelola/bendahara pada masing-masing sekolah juga sangat diharapkan 

agar mutu dari laporan administrasi semakin baik. Hal lain yang tidak kalah 

penting adalah pemberdayaan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS, 

bukan hanya pada perencanaan awal tetapi juga dalam proses pengelolaan 

lainnya terutama terkait pemanfaatan dana dan aspek-aspek lain yang 

memang harus diketahui oleh pihak komite sekolah.  
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2. Monitoring dana BOS di Kabupaten Sintang untuk masa yang akan datang 

agar lebih memperhatikan dan menitikberatkan pada pengadministrasi dana 

BOS tersebut, karena masih banyak sekolah yang perlu mendapatkan 

pembinaan terkait pengelolaan dan pengadministrasian dana BOS. Pihak 

Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan Pemda Kabupaten Sintang juga 

harus menyiapkan SDM yang handal dalam segi kualitas, demikian juga 

penambahan tenaga-tenaga pengelola dana BOS artinya para pengelola dana 

BOS di  sekolah adalah guru/staf yang memang memiliki cukup waktu untuk 

melaksanakan penyediaan SPJ dan hal-hal lain terkait pengelolaan dana BOS. 

Responden dalam kegiatan monev oleh Tim Manajemen BOS baik dari 

tingkat pusat maupun provinsi agar lebih mewakili semua unsur terkait 

terutama dari unsur masyarakat atau Komite Sekolah. Sosialisasi pengelolaan 

dan pemanfaatan dana BOS yang lebih mendalam dan bersifat teknis juga 

harus dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan dana BOS,  

dan pihak-pihak terkait agar selalu menjalin komunikasi yang lebih baik 

untuk menciptakan kesamaan persepsi. Guna meningkatkan mutu monitoring 

dan evaluasi, perlu didukung oleh pembiayaan yang sesuai, sehingga 

pengganggaran dana untuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang memadai 

sangat diharapkan. 

3. Upaya-upaya yang perlu dilakukan agar   pengawasan dan monitoring serta 

evaluasi berjalan dengan baik perlu dilakukan pembinaan kepengawasan dan 

pelatihan bagi tenaga pengawas dan pengelola dana BOS agar  administrasi 

penyaluran dapat  akuntabel dan tepat waktu. Pihak pengawas dari Dinas 
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Pendidikan Kabupaten Sintang harus lebih aktif untuk membina sekolah-

sekolah yang dianggap perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, 

mengingat keterbatasan beberapa sekolah dari  segi SDM, kondisi geografis 

dan berbagai hambatan-hambatan lainnya. 
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DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA 

 

Instansi  : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. 

Nama Narasumber : SUNI 

Jabatan : Bendahara pemb.penyaluran dana BOS Tingkat SMP. 

Tanggal : 13 – 14 Oktober 2011. 

 

I. Pengawasan  
1. Bagaimana bentuk pengawasan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan 

Provinsi terhadap Dana BOS?  
Jawaban : 
“Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan Provinsi biasanya 
melalui angket/kueisioner dan langsung ke sekolah-sekolah penerima, 
dan biasanya dilakukan pada akhir tahun”. (wawancara tanggal 24 
Oktober 2011 pukul 09.05 Wib) 
 

2. Badan dan instansi mana saja yang sudah melakukan pengawasan 
terhadap penggunaan/penyaluran dana BOS di Kabupaten Sintang?  
Jawaban : 
“Pada tahun ini (2011) yang sudah melakukan pengawasan adalah dari 
Tim Manajemen BOS Provinsi, untuk tahun 2010 dilakukan oleh pihak 
BPKP”. (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.15 Wib) 
 

3. Manfaat pengawasan bagi Sekolah dan Dinas, apakah dapat menghindari 
berbagai masalah penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan 
pemborosan keuangan dan lainnya. ?  
Jawaban : 
“Tentu saja dengan pengawasan mampu menghindari berbagai 
penyalahgunaan, ataupun pemborosan dan berbagai penyimpangan”. 
(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.20 Wib) 
 

4. Apakah pernah terjadi penyalahgunaan penggunaan dana BOS, kalau 
pernah bagaimana penyelesaiannya dan sanksi-sanksinya?  
Jawaban : 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



“Pernah, biasanya dengan pengembalian dana ke Kas Negara, atau 
sanksi administrasi lainnya seperti pihak Dinas harus memperingatkan 
dengan kepala sekolah/pengelola dana BOS dengan surat tertulis”. 
(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.23 Wib) 
 
Tujuan pengawasan : 
5. Apakah dengan pegawasan yang ada, mampu menciptakan suasana 

yang saling terbuka, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas ?  
Jawaban : 
“Kadang-kadang biasa, tapi terkadang juga tidak, tergantung 
berbagai faktor seperti pihak yang mengawasi ataupun yang diawasi 
apakah masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti 
dari pihak pengawas apakah betul-betul mempunyai kemampuan 
dalam bidangnya (faktor SDM) dan apakah pihak yang diawasi 
mempunyai kemauan yang baik untuk menjalankan program tersebut 
dengan benar”.  

       (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.30 Wib) 
 

6. Apakah pengawasan ini memberikan dampak yang saling  percaya 
di dalam dan luar organisasi ?  
Jawaban :  
“ sama seperti pertanyaan tadi, relative, tergantung dari pihak yang 
diawasi dan yang mengawasi,.. tapi yang terjadi biasanya dapat 
menciptakan saling percaya, karena kalau dilakukan pengawasan 
pihak sekolah/pengelola BOS  merasa lebih percaya diri bahwa apa 
yang dilakukan benar. Demikian pula dengan pihak pengawas, 
dapat melihat langsung apa yang telah dilakukan/dilaksanakan oleh 
sekolah. Tidak sekedar mendengar isu,laporan-laporan saja.” 

         (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.34 Wib) 
 
 

Faktor pendukung Pengawasan : 
7. Prinsip yang dianut apakah memiliki peranan yang cukup baik 

dalam menciptakan pengelolaan dan penggunaan Dana BOS yang 
baik ?. 
Jawaban : 
“tentu, sangat mendukung…, Kepala sekolah / pengelola yang baik 
atau yang memiliki prinsip teguh cenderung melaksanakan 
kegiatan/program sesuai rencana”. 

 (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.45 Wib. 
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8. Bagaimana peranan agama dan kepercayaan yang diharapkan dapat  
mendukung pelaksanaan pengawasan?  
Jawaban : 
“peranan agama sangat penting, seperti  ajaran agama yang 
menekankan kejujuran, keterbukaan, kerjasama tentu membantu 
dan mendukung dalam proses pengawasan.” 

 (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.48 Wib) 
 

9. Kebijakan yang dijalankan apakah turut membantu kelancaran 
pengawasan ?  
Jawaban : 
“sangat membantu, contohnya kebijakan Kepala Dinas yang 
memberikan tugas tambahan  kepada para pengawas sekolah untuk 
turut memantau/memonitoring kegiatan di sekolah apakah sesuai 
dengan laporan-laporan yang ada. Disisi lain mampu menghemat 
biaya Perjalanan Dinas”. 

 (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.51 Wib) 
 

10. Anggaran pembiayaan yang mendukung apakah sangat 
berpengaruh dalam melaksanakan pengawasan?  
Jawaban : 
“ Pengawasan yang baik tentu didukung oleh anggaran yang 
sesuai, pengawasan bagi sekolah-sekolah yang letaknya jauh  
memerlukan biaya yang cukup besar , anggaran pembiayaan yang 
mendukung tentu sangat diharapkan“. 

 (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.55 Wib) 
 

11. Guna mendukung pengawasan yang efektif, apakah penempatan 
pegawai dan prosedur kerja yang ada sangat berpengaruh? 
Jawaban: 
“Tentu, prosedur kerja yang ada diharapkan mampu mendukung 
pengawasan efektif, artinya prosedur yang ada akan mempermudah 
dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana BOS… 
contohnya untuk memudahkan kontrol terhadap data dan 
pengurusan dana BOS, bendahara untuk masing-masing jenjang, 
(SD dan SMP), adalah staf dari masing-masing bidang, sehingga 
jika terjadi selisih data akan mudah terdeteksi secara cepat, dan 
pihak sekolah akan mudah berkoordinasi/konsultasi di masing-
masing bidang.” 

 (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 10.05 Wib) 
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12. Bagaimana peranan koordinasi dalam rangka pengawasan yang 

baik?  
Jawaban : 
“Peranan koordinasi sangat penting, biasanya pihak pengawas 
(Tim manajemen BOS pusat/Provinsi, BPK, BPKP atau 
Inspektorat) sebelum turun ke sekolah-sekolah akan menghubungi 
pihak Dinas Pendidikan, biasnya untuk meminta informasi terkait 
sekolah-sekolah yang akan dituju, seperti untuk mengetahui 
lokasinya, jumlah dana, dan berbagai informasi yang dibutuhkan 
guna memperlancar proses pengawasan…. Apabila sudah selesai 
pengawasan biasanya pihak pengawas akan berkoordinasi kembali, 
seperti cara-cara pembinaan ke sekolah, atau bagaimana cara 
melakukan pengawasan yang akan datang”. 

 (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 10.11 Wib) 
 
 
Asas-asas pengawasan : 
13. Apakah dengan dilakukanya pengawasan mampu memberikan 

kontribusi yang baik guna mencapai tujuan Program BOS? 
Jawaban : 
“tentu saja pengawasan sangat berpengaruh dan mampu 
memberikan kontribusi yang baik dalam mencapai tujuan yang 
diharapkan”. 

 (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 10.15 Wib) 
 

14. Apakah dengan pengawasan mampu menciptakan efisensi dalam 
pengelolaan Dana BOS?  
Jawaban : 
“Jelas, dengan dilakukan pengawasan berbagai 
pemborosan/penyalahgunaan dalam pengelolaan dana BOS dapat 
di hindari ” 

 (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 10.17 Wib) 
 

15. Apakah dengan adanya pengawasan mampu meningkatkan rasa 
tanggungjawab pada Manajer/Kepala Sekolah?  
Jawaban : 
“ya, dengan adanya pengawasan, para pengelola dana BOS akan 
semakin merasa perlu untuk mengelola dana BOS dengan baik, 
otomatis tanggungjawab mereka akan meningkat terutama agar 
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lebih berhati-hati dalam menggunakan dana tersebut dan selalu 
berpedoman pada ketentuan”. 

 (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 10.20 Wib) 
 

16. Apakah dengan adanya pengawasan mampu 
mengatasi/memberikan solusi bagi program BOS di masa yang 
akan datang?  
Jawaban : 
“ya, berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BOS 
yang terjadi sebelumnya akan selalu menjadi pertimbangan/acuan 
dalam menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang sedang 
dihadapi saat ini, atau dimasa yang akan datang, untung rugi dari 
sebuah kebijakan yang diambil dimasa lampau akan menjadi 
pertimbangan dalam mengambil keputusan/pemecahan masalah di 
masa kini maupun yang akan datang. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.05 Wib) 
 

17. Apakah dengan adanya pengawasan mampu meningkatkan 
partisipasi dari manajer bawahan?  
Jawaban : 
“tentu saja,…karena setiap penggunaan dana akan selalu dimintai 
pertanggungjawabannya, biasanya penggunaan dana yang sudah 
diatur sedemikian rupa misalnya untuk setiap unit/sub kegiatan 
pasti terdapat orang/pengelola yang bertanggungjawab atas setiap 
kegiatan tersebut, dengan demikian orang/unit tersebut  yang akan 
dapat menjelaskan dengan sedetail mungkin setiap tindakan yang 
diambil atau dana yang digunakannya, artinya mareka akan 
berpartisipasi dalam memberikan informasi apabila pengawasan 
dilakukan”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.15 Wib) 
 

18. Apakah pengawasan dilakukan selalu berpedoman pada rencana 
awal/refleksi awal ?  
Jawaban : 
“tentu, yang akan menjadi pedoman adalah Buku Petunjuk BOS, 
RKA, dan dibandingkan dengan SPJ atau laporan keuangan yang 
ada”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.18 Wib) 
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19. Apakah dalam melakukan pengawasan selalu disesuaikan dengan 
struktur organisasi yang ada?  
Jawaban : 
“selalu disesuaikan dengan struktur organisasi, pemeriksaan 
biasanya dilakukan bertahap atau selalu berpedoman pada struktur 
organisasi dengan mempertimbangkan garis koordinasi, garis 
komando dan sebagainya”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.21 Wib) 
 

20. Apakah pengawasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan manajer? 
Jawaban : 
“tentu saja, …kebutuhan akan informasi yang akurat tentang 
berbagai hal yang dibutuhkan, dalam menanggapi isu/laporan-
laporan merupakan contoh nyata kalau pengawasan dapat 
dilakukan apabila manajer membutuhkan informasi yang sifatnya 
mendesak” 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.25 Wib) 
  

21. Apakah dalam melakukan pengawasan ada standar yang 
digunakan?. 
Jawabannya : 
“ada, kalau disini biasanya berpedoman pada buku petunjuk, atau 
kalau harga barang, ada standar harga/buku standar harga barang 
yang dikeluarkan oleh Bupati”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.31 Wib) 
 

22. Apakah strategi yang ada dalam pengelolaan dana BOS juga 
diawasi?.  
Jawaban : 
“ diawasi…Rencana Kerja Sekolah merupakan strategi yang 
disusun oleh pihak sekolah dalam pemanfaatan dana BOS agar 
dapat mencapai tujuannya,…pengawasan bias berpatokan pada 
rencana awal, dapat terlihat konsisten tidaknya strategi yang 
diambil oleh pengelola/kepala sekolah”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.34 Wib) 
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23. Apakah ada pengecualian dalam pengawasan?  
Jawaban : 
“ada,..pengawasan harus memperhitungkan berbagai faktor, seperti 
iklim, keadaan atau kondisi obyek yang akan diawasi..” 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.40 Wib) 
 

24. Apakah pengawasan dilakukan secara fleksibel ?  
Jawaban : 
“pengawasan harus fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan 
situasi yang ada”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.42 Wib) 
 

25. Apakah system pengawasan selalu ditinjau kembali?  
Jawaban : 
“biasanya ditinjau kembali, terutama kalau dirasa kurang efektif 
dan efisien”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.43 Wib) 
 

26. Tindakan-tindakan apa yang biasanya dilakukan terhadap berbagai 
penyimpangan/kesalahan-kesalahan administrasi yang menjadi 
temuan ?. 
Jawaban : 
“pengembalian disertai catatan-catatan atau pemberitahuan lisan, 
agar segera diperbaiki atau dilengkapi”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.45 Wib) 
 
Bentuk-bentuk pengawasan : 
27. Bagaimana bentuk pengawasan sebelum program BOS 

dilaksanakan/disalurkan?  
Jawaban : 
“pengawasan biasanya hanya menvalidasi data penerima BOS se 
Kabupaten, yang mencakup data sekolah dan jumlah siswa 
penerima dana BOS, data ini berdasarkan laporan yang 
disampaikan oleh pihak sekolah sebelumnya, dicocokan dengan 
data siswa yang riil pada saat dana akan disalurkan”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.08 Wib) 
 

28. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan setelah program 
BOS dilaksanakan/disalurkan?  
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Jawaban : 
“pengawasan dilakukan secara langung ke sekolah atau melalui 
SPJ, ada juga yang melalui angket, lembar monev, dan daftar isian 
lainya, tergantung kebutuhan”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.10 Wib) 
 

29. Apakah pengawasan juga dilakukan selama proses penyaluran dan 
jadwal sudah ditentukan, ataukah dilakukan secara mendadak, dan 
bagaimana bentuk pengawasan melekat yang dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan?  
Jawaban : 
“selama proses penyaluran tetap dilakukan pengawasan baik secara 
langsung atau melalui SPJ setiap triwulan, ada juga yang sudah 
dijadwalkan, tetapi dapat pula dilakukan tiba-tiba/mendadak 
contohnya apabila terdapat laporan dari masyarakat yang dianggap 
perlu diselesaikan/diatasi”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.15 Wib) 
 

 
- Monitoring. 
1. Bagaimana Tim manajemen Provinsi memonitor 

pelaksanaan/penyaluran dana BOS di Kabupaten ?  
Jawaban : 
“melalui laporan yang disampaikan pihak kabupaten, selanjutnya 
di lakukan monitoring ke kabupaten (ke Dinas Pendidikan dan 
langsung ke sekolah penerima)”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.21 Wib) 
 

2. Bagaimana Tim Manajemen Kabupaten melakukan monitoring 
pelaksanaan/penyaluran dana BOS di masing-masing sekolah 
penerima?  
Jawaban: 
“melalui laporan pertanggungjawaban keuangan/SPJ dan 
dilanjutkan dengan monitoring ke sekolah penerima agar dapat 
melihat secara langsung bukti fisik dari penggunaan dana atau 
kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana tersebut”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.25 Wib) 
 

3. Bagaimana memonitor alokasi dana pada sekolah penerima ?  
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Jawaban: 
“Pengalokasian dana ini dapat dimonitor melalui Rencana Kerja 
Sekolah/lembar kerja”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.26 Wib) 
 

4. Bagaimana cara memonitor penyaluran dan penggunaan dana?  
Jawaban : 
“melalui laporan keuangan setiap triwulan, ada buku rekap/khusus 
untuk dapat melihat setiap penyaluran dana/penyerapan dana 
tersebut”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.29 Wib) 
 

5. Apabila ada pengaduan terhadap penyalahgunaan dana BOS, 
bagaimana pihak terkait menanggapinya/penanganan terhadap 
pengaduan tersebut.  
Jawaban: 
“biasanya dibentuk tim pengawas yang akan melihat langsung dan 
melakukan pengawasan guna mencari bukti dan informasi terkait 
pengaduan tersebut, selanjutnya apabila terbukti ada 
penyalahgunaan akan diambil langkah penanganan segera 
mungkin”. 

 (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.32 Wib) 
 

6. Bagaimana Tim Manajemen memonitor administrasi keuangan 
dana BOS/Laporan dana BOS?  
Jawaban: 
“melalui rekap penyampaian SPJ, akan terlihat sekolah mana yang 
sudah menyelesaikan dan belum, yang sudah diterima biasanya 
sudah sesuai ketentuan, atau kalaupun ada yang perlu dilengkapi 
tidak terlalu mendesak”.  

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.23 Wib) 
 

7. Apakah semua laporan/adm. Keuangan tersebut  sudah sesuai 
dengan format atau aturan yang ada? Berapa persen  tingkat 
kesalahan?  
Jawaban : 
“belum 100 %, sekitar 10 % tingkat kesalahan..” 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.26 Wib) 
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8. Apabila terjadi kesalahan pengadministrasian dan pelaporan dana 
BOS, bagaimana pihak dinas pendidikan mengatasinya?  
Jawaban : 
“akan ada teguran, biasanya secara lisan, bila perlu diberikan 
catatan-catatan sebagai bahan koreksi” 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.29 Wib) 
 

9. Faktor apa saja yang sangat mempengaruhi pihak sekolah agar 
dapat mengadministrasikan penggunaan dan pengelolaan Dana 
BOS dengan baik dan sesuai aturan?  
Jawaban: 
“faktor yang paling berpengaruh, SDM baik secara kualitas 
maupun kwantitas, dan Faktor geografis”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.32 Wib) 
 

10. Bagaimana memonitor penyaluran dan penyerapan dana di 
sekolah? Apa bila belum tersalurkan sesuai jadwal langkah-
langkah apa yang dilakukan ?  
Jawaban : 
“Untuk memonitor penyaluran dan penyerapan dana di sekolah 
kami gunakan buku pembantu, apabila belum tersalurkan kami 
akan mengingatkan secara lisan atau menggunakan SMS”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.40 Wib) 
 

11. Bagaimana memonitor penggunaan dana BOS ?  
Jawaban : 
“Memonitor penggunaan dana BOS biasanya melalui laporan/SPJ 
yang disampaikan” 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.43 Wib) 
 

12. Pihak-pihak mana saja yang biasanya menjadi responden apabila 
pihak Dinas memonitoring dana BOS ke sekolah? 
Jawaban : 
“pihak yang menjadi responden adalah Kepala Sekolah, Dewan 
guru, murid atau orang tua siswa”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.45 Wib) 
 

13. Apakah Monitoring dilakukan sebelum dan sesudah dana BOS 
disalurkan? 
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Jawaban : 
“Biasanya sesudah disalurkan baru diadakan monitoring”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.50 Wib) 
 

14. Untuk membiayai kegiatan monitoring apakah dana untuk 
monitoring memadai, jika belum langkah apa yang dilakukan agar 
pelaksanaan monitoring berjalan dengan baik?. 
Jawaban : 
“Cukup memadai, biasanya kalau terdapat kekurangan-kekurangan, 
para Pengawas Sekolah akan diperbantukan untuk melaksanakan 
monitoring”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.55 Wib) 
 

15. Apakah peranan pengawasan oleh pihak pengawas terhadap 
sekolah cukup efektif dalam membantu kelancaran monitoring 
Dana BOS?  
Jawaban : 
“selama ini cukup efektif dan sangat membantu”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.59 Wib) 
 

16. Apakah berbagai pengaduan terkait penggunaan Dana BOS sudah 
diidentifikasi dengan baik ? 
Jawaban : 
“Sudah, biasanya kalau ada bukti-bukti pendukung terhadap 
pengaduan tersebut akan segera ditindaklanjuti”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 09.10 Wib) 
 

17. Berbagai permasalahan yang timbul mampukah  diselesaikan serta 
didokumentasikan dengan baik? 
Jawaban : 
“Selama ini biasa diselesaikan, biasanya kami akan membuat berita 
acara pemeriksaan berikut mendokumentasikan berbagai dokumen-
dokumen terkait seperti bukti pengaduan, surat-surat pernyatan dan 
sebagainya”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 09.13 Wib) 
 

18.  Apakah   juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 
pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS di masa yang akan datang 
?  
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Jawaban : 
“tentu saja, permasalahan-permasalahan yang ada berikut 
penyelesaiannya akan menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan dan 
pengelolaan BOS dimasa yang akan datang”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 09.25 Wib) 
 

19. Apabila terdapat pengaduan dan penyimpangan terkait dengan 
penggunaan dana BOS, kerjasama dilakukan dengan lembaga-
lembaga/instansi mana saja?  
Jawaban : 
“selama ini kami hanya berkerjasama dengan inspektorat, BPK, 
BPKP saja, dan kerjasama ini lebih kearah pembinaan saja”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 09.28 Wib) 
 

20. Apakah bila terjadi masalah di sekolah, responden atau pihak-pihak 
yang dimintai keterangan cukup memadai/disesuaikan dengan 
kasus yang ada? 
Jawaban : 
“ya, setiap masalah di sekolah, pihak yang dimintai keterangan 
tentu disesuaikan dengan kasus atau permasalahan yang ada”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 09.31 Wib) 
 
 
- Evaluasi. 
1. Bagaimana cara mengevaluasi program BOS di Kabupaten maupun 

per sekolah penerima?  
Jawaban : 
“biasanya melalui angket/atau isian pertanyaan yang diedarkan 
sewaktu monitoring, informasi yang sudah didapat itulah yang 
kemudian akan dievaluasi”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.06 Wib) 
 

2. Bagaimana menindaklanjuti jika ditemukan adanya penyimpangan 
dan permasalahan di dalam pelaksanaan program BOS di 
Kabupaten Sintang?. 

 
Jawaban : 
“Kalau ada penyimpangan di sekolah penerima untuk tahap awal 
biasanya hanya pembinaan saja, tetapi bila sudah dirasa perlu 
tindakan atau sanksi akan diberikan sanksi yang sesuai, diantaranya 
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sanksi administrasi atau sanksi kepegawaian, dan jika terdapat 
permasalahan dalam program BOS di Kabupaten Sintang pihak 
Dinas akan berkoordinasi dengan Tim Manajemen BOS provinsi 
atau pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi yang terbaik”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.10 Wib) 
 

II. Administrasi Penyaluran dana BOS. 
 Khusus untuk tahun 2011 tahapan penyaluran yang ada adalah 

sebagai berikut : Dana masuk ke KPKN selanjutnya di transfer 
ke Kas Daerah dari Kas Daerah baru disalurkan ke rekening 
sekolah. 

 
1. Apakah waktu penyelesaian dan penetapan SK oleh Tim 

manajemen BOS Pusat dan Provinsi sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan?  

     Jawaban : 
     “sesuai jadwal” 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.14 Wib) 
 
2. Apakah penetapan dan penyelesaian DIPA, MoU dengan    

lembaga penyalur sesuai jadwal ?  
Jawaban : 
“Sesuai jadwal”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.18 Wib) 
 

3. Apakah waktu penyaluran dana setiap triwulan ke sekolah 
penerima sesuai jadwal?  
Jawaban: 
“ada yang sesuai jadwal, ada pula yang tidak, yang tidak sesuai 
jadwal biasanya disebabkan karena SPJ terlambat, atau karena 
kesalahan administrasi yang pada akhirnya juga menyebabkan 
jadwal penyaluran untuk tiap triwulan jadi terlambat karena 
harus memperbaiki beberapa kesalahan/melengkapi 
administrasinya”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.21 Wib) 
 
4. Apakah laporan yang diterima sudah sesuai dengan yang 

diharapkan, baik dari segi waktu dan format/administrasi yang 
berlaku ?  
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Jawaban : 
“ kalau dirata-ratakan 80 % saja laporan yang ada sesuai dengan 
yang diharapkan, baik dari segi waktu, maupun format-
formatnya,.. ini disebabkan banyak faktor, diantaranya 
kemampuan SDM yang masih kurang baik dari jumlah maupun 
kwalitasnya, Biaya transport yang cukup mahal apabila hanya 
mengantar laporan saja, biasanya Kepala Sekolah/pengelola 
BOS akan ke Dinas Pendidikan/Sintang untuk mengurus banyak 
kepentingan, ini dilakukan karena letak sekolah yang cukup 
jauh.” 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.30 Wib) 
  
5. Khusus untuk pengadaan Buku teks pelajaran apakah sudah 

memenuhi ketentuan yang berlaku? 
Jawaban : 
“sudah sesuai aturan semua, berdasarkan buku petunjuk”. 

 (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.33 Wib) 
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PEDOMAN WAWANCARA  : SMP Negeri 1 Ambalau.   

NAMA NARASUMBER    : SAMSURIZAL, S.Sos 

JABATAN   : Kepala SMPN 1 Ambalau Kec. Ambalau. 

TANGGAL WAWANCARA  :   27     Oktober 2011. 

 

Informasi Umum   : 

1. Nama sekolah  : SMP NEGERI 1 AMBALAU 
2. Tahun Berdiri  : 1993. 
3. Jlh. Guru  : 15 orang ( 7 PNS, 6 PTT) 
4. Jlh. Siswa  : 374.  
 

I. Pengawasan  

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan atau Pengawas sekolah terhadap Dana BOS di sekolah 
Saudara?  

 Jawaban : 

 “Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan biasanya dalam 
bentuk pengawasan administrasi dan kadang-kadang juga langsung ke 
sekolah untuk melihat kondisi sekolah atau hasil yang dicapai, menghadiri 
kegiatan-kegiatan yang didanai oleh dana BOS”. 

 (wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.30 Wib) 

 

2.  Badan dan instansi mana saja yang sudah melakukan pengawasan terhadap 
penggunaan/penyaluran dana BOS  di sekolah Saudara?  

 Jawaban : 

 “ Instansi yang sudah melakukan pengawasan di sekolah kami adalah 
Inspektorat Kabupaten Sintang”. 

 (wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.35 Wib) 
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3.  Manfaat pengawasan bagi Sekolah, apakah dapat menghindari berbagai 
masalah penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan 
keuangan dan lainnya. ?  

 Jawaban : 

 “Tentu saja, dengan pengawasan kami merasa sangat terbantu, sehingga 
tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, tidak terjadi kebocoran dan 
pemborosan keuangan sehingga kami dapat bebas dari sanksi-sanksi yang 
ada”. 

 (wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.37 Wib) 

 

II. Tujuan pengawasan : 

1.  Apakah dengan dilakukannya berbagai pengawasan, pihak sekolah merasa 
terbantu dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien?   

 Jawaban : 

 “ia, jelas sekali kami merasa sangat terbantu, karena para pengawas juga 
melakukan pembinaan, masukan dan saran-saran mareka sangat penting 
bagi kami sehingga kami dapat mencapai tujuan kami dengan lebih efektif 
dan efisien”. 

 (wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.45 Wib) 

 

2.  Apakah pengawasan ini memberikan dampak yang saling  percaya di 
dalam dan luar organisasi ?  

 Jawaban : 

 “ia, mampu memberikan rasa saling percaya, menghindari praduga dan 
berbagai anggapan yang kadang-kadang sangat mengganggu, baik yang 
datang dari dalam organisasi kami sendiri maupun dari masyarakat luas.”. 

 (wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.47 Wib) 

 

3.  Apakah dengan adanya pengawasan, operasionalisasi dana BOS dapat 
berjalan dengan lancar?  
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 Jawaban: 

 “ia, dengan pengawasan kami dapat mengetahui berbagai kekurangan-
kekurangan kami baik dari segi administrasi ataupun  program kegiatan 
yang kami lakukan, kami akan melakukan perbaikan secepatnya dan dana 
BOS dapat diserap sesuai dengan jadwalnya”. 

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.51 Wib) 

 

III. Faktor pendukung Pengawasan : 

1.  Program yang telah ditentukan dan diimplementasikan  apakah turut 
membantu kelancaran pengawasan ?  

 Jawaban: 

 “ Pengawasan ini biasanya akan berjalan lancar dan baik bila kami juga 
telah melakukan perencanaan awal yang baik, artinya pengawasannya 
akan mengacu pada rancangan awal kami, kami akan melakukan kegiatan 
sesuai rencana awal (RKS), apabila tidak sesuai dengan rencana tersebut 
tentu akan menjadi pertanyaan dan kami harus siap untuk memberikan 
jawaban yang benar”. 

 (wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.56 Wib) 

2.  Bagaimana peranan koordinasi dalam rangka pengawasan yang baik?  

 Jawaban: 

 “peranan koordinasi, tentu dapat membantu mengatasi kekurangan-
kekurangan yang ada dilapangan/sekolah sehingga proses belajar mengajar 
dapat berjalan dengan baik”.  

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.05 Wib) 

IV. Asas pengawasan : 

1.   Apakah pengawasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan manajer? 

 Jawaban : 

 “ia, tentu saja, pengawas biasanya melakukan pengawasan sesuai dengan 
kebutuhan mereka,  ada yang terfokus pada kurikulum, ada yang 
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menitikberatkan pada pemanfaatan dana atau hanya pada 
pengadministrasiannya”. 

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.07 Wib) 

 

V. Bentuk-bentuk pengawasan : 

1. Bagaimana bentuk pengawasan sebelum program BOS 
dilaksanakan/disalurkan?  

 Jawaban: 

 “ biasanya, pengawasan dilakukan terhadap data awal seperti jumlah siswa 
dan format-format yang digunakan/pendukung”. 

 (wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.11 Wib) 

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan setelah program BOS 
dilaksanakan/disalurkan?  

 Jawaban : 

“pengawasan dilakukan terhadap SPJ dan kelengkapannya, pengawasan 
langsung ke sekolah, melihat pemanfaatan dana”. 

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.14 Wib) 

 

VI. Administrasi Penyaluran dana BOS. 

1. Apakah SMP Saudara selalu dapat meyerap dana BOS sesuai jadwal? 

 Jawaban: 

 “untuk saat ini kami selalu dapat menyerap dana BOS sesuai dengan 
jadwal yang ada”. 

    (wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.16 Wib) 

2. Apa yang menjadi kendala bagi pihak sekolah dalam menyajikan laporan 
yang baik dan tepat waktu? 

 Jawaban: 
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 “jumlah tenaga yang tidak memadai, jarak sekolah kami yang jauh ke 
Kabupaten, tentu memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar”. 

 (wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.19 Wib) 

3. Apabila melakukan pengadaan buku pelajaran, apakah sudah sesuai dengan 
ketentuan dan pedoman yang ada ?. 

 Jawaban : 

 “Ya, kami selalu berpedoman pada ketentuan yang ada dalam buku 
petunjuk BOS”. 

 (wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.23 Wib) 

4. Pernahkan terjadi kesalahan dalam pengadaan buku pelajaran? Baik dari 
segi bukunya maupun syarat pengadaannya?  

 Jawaban : 

 “pernah, hal ini disebabkan oleh kurikulum sekolah yang berubah”. 

      (wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.26 Wib) 
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PEDOMAN WAWANCARA  : SMP Negeri 1 Kayan Hulu  

NAMA NARASUMBER    : Wasli,M.Pd 

JABATAN   : Kepala Sekolah 

TANGGAL WAWANCARA  :  27    Oktober 2011. 

 

Informasi Umum   : 

1. Nama sekolah  : SMP NEGERI 1 KAYAN HULU. 
2. Tahun Berdiri  :……… SK. Pendirian no………………. 
3. Jlh. Guru  : 17 Orang ( 6 PNS, 11 GTT), TU TT = 3 orang 
4. Jlh. Siswa  : 467 siswa. 
 

I. Pengawasan  

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan atau Pengawas sekolah terhadap Dana BOS di sekolah 
Saudara?  

 Jawaban : 

 “Pengawasan berbentuk sosialisasi dan pembinaan terhadap sekolah 
mengenai penggunaan dana BOS yang tepat waktu, tepat penggunaan dan 
sasaran sesuai dengan rambu-rambu yang telah dutentukan”. 

 (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.15 Wib) 

 

2.  Badan dan instansi mana saja yang sudah melakukan pengawasan terhadap 
penggunaan/penyaluran dana BOS  di sekolah Saudara?  

 Jawaban : 

 “Selain pengawas dan Dinas pendidikan, adalah pengawas dari Inspektorat 
Kabupaten”. 

 (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.20 Wib) 
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3.  Manfaat pengawasan bagi Sekolah, apakah dapat menghindari berbagai 
masalah penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan 
keuangan dan lainnya. ?  

Jawaban : 

“Terhadap pengawasan yang bersifat pembinaan sangatlah membantu 
pihak sekolah untuk menghindari segala penyimpangan yang tidak sesuai 
dengan ketentuan, karena banyak hal yang belum dipahami. Setelah 
mendapatkan penjelasan yang gamblang kami dapat merealisasikan 
penggunaan dana BOS yang berpedoman pada RAKS sampai pelaporan 
tidak akan terjadi selisih maupun kesalahan.” 

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.26 Wib) 

 

II. Tujuan pengawasan : 

1.  Apakah dengan dilakukannya berbagai pengawasan, pihak sekolah merasa 
terbantu dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien? 

 Jawaban : 

 “kami merasa sangat terbantu”.  

 (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.28 Wib) 

2.  Apakah pengawasan ini memberikan dampak yang saling  percaya di 
dalam dan luar organisasi ?  

 Jawaban : 

 “Selama ini tetap berkomitmen saling percaya”.  

 (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.29 Wib) 

3.  Apakah dengan adanya pengawasan, operasionalisasi dana BOS dapat 
berjalan dengan lancar?  

Jawaban : 

“Jelas, berjalan dengan benar”. 

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.31 Wib) 
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III. Faktor pendukung Pengawasan : 

1.  Program yang telah ditentukan dan diimplementasikan  apakah turut 
membantu kelancaran pengawasan ?  

 Jawaban : 

 “Sangat membantu”. 

 (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.45 Wib) 

2.  Bagaimana peranan koordinasi dalam rangka pengawasan yang baik?  

Jawaban : 

“sangat menentukan, untuk meluruskan jika ada yang keliru”. 

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.56 Wib) 

 

IV. Asas pengawasan : 

1.   Apakah pengawasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan manajer?  

Jawaban : 

“Pengawasan yang dilakukan selama ini kami rasakan sangat bermanfaat, 
artinya sesuai dengan keinginan kami selaku manajer di sekolah”. 

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.50 Wib) 

 

V. Bentuk-bentuk pengawasan : 

1. Bagaimana bentuk pengawasan sebelum program BOS 
dilaksanakan/disalurkan?  

 Jawaban : 

 “Pengawasan sebelum program BOS lebih banyak berbicara mengenai 
bagaimana meningkatkan mutu pembejaran di sekolah melalui 
stakeholders dan MBS”. 

 (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.55 Wib) 
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2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan setelah program BOS 
dilaksanakan/disalurkan?  

 Jawaban : 

 “setelah program BOS dilaksanakan, lebih menekankan peningkatan mutu 
sesuai dengan RAKS yang telah dibuat serta sarana prasarana pendukung, 
baik pengadaan buku dan sebagainya artinya lebih kompleks.” 

 (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.59 Wib) 

  

VI. Administrasi Penyaluran dana BOS. 

1. Apakah SMP Saudara selalu dapat meyerap dana BOS sesuai jadwal? 

 Jawaban : 

 “ya”. (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 14.02 Wib) 

2. Apa yang menjadi kendala bagi pihak sekolah dalam menyajikan laporan 
yang baik dan tepat waktu? 

 Jawaban : 

 “Kami tidak memiliki tenagan TU, yang menjadi bendahara adalah guru 
yang memiliki jam mengajar labih dari 24 jam. Sedangkan kami memiliki 
12 rombongan belajar tetapi guru negeri/PNS hanya 6 orang”. 

 (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 14.07 Wib) 

3. Apabila melakukan pengadaan buku pelajaran, apakah sudah sesuai dengan 
ketentuan dan pedoman yang ada ?. 

 Jawaban : 

 “Pengadaan buku pelajaran masih belum terpenuhi sesuai dengan rencana 
karena guru honor GTT berjumlah 14 orang dan banyak kegiatan sekolah 
yang harus dilakukan, artinya dana yang ada belum memadai untuk 
menyediakan buku yang sesuai dengan kebutuhan kami”. 

 (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 14.15 Wib) 

4. Pernahkan terjadi kesalahan dalam pengadaan buku pelajaran? Baik dari 
segi bukunya maupun syarat pengadaannya? 

 Jawaban : 

 “belum pernah”. (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 14.17 Wib). 
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Nama Responden   : Muhamad effendi. 

Umur    : 36 Tahun. 

1. Menurut Saudara apakah ada manfaat dari pengawasan (misalnya mampu 
menciptakan suasana yang saling terbuka, kejujuran, partisipasi, dan 
akuntabilitas, saling percaya). 

Jabatan   : Guru SMPN 1 Ambalau. 

 

 Jawaban : 

 “Ada.” (wawancara Tanggal 30 Oktober 2011, pukul 11.45 WIB). 

2. Apakah anda dilibatkan dalam pengelolaan/pemanfaatan dana bos, atau 
pengawasannya, bagaimana bentuknya?  

Jawaban : 

“Bentuk keterlibatan berupa pemanfaatan dana BOS untuk  kegiatan 
ekstrakurikuler, selanjutnya jika ada rehab/perbaikan sekolah selalu saya yang 
menangani/mengurusnya” (wawancara Tanggal 30 Oktober 2011, pukul 11.50 
WIB). 

3.  Pernah kah menjadi responden, apabila ada pemeriksaan?  

Jawaban : 

“Pernah” (wawancara Tanggal 30 Oktober 2011, pukul 12.01 WIB). 

4. Pernahkan ada permasalahan terkait dana BOS, biasanya bagaimana  
penyelesaiannya?  

Jawaban : 

“sampai saat ini tidak ada”. (wawancara Tanggal 30 Oktober 2011, pukul 12.11 
WIB). 

5.  Apa saran-saran untuk pengelolaan dana BOS yang akan datang? 

Jawaban : 

“Pengelolaan dana BOS lebih terbuka, Sosialisasi yang lebih mendalam/teknis 
dalam pengelolaan dana BOS”. (wawancara Tanggal 30 Oktober 2011, pukul 
12.25 WIB). 
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Nama Responden   : YUNAS 

Umur    : 45 Tahun. 

Jabatan   : Komite  SMPN 1 Ambalau

1. Menurut Saudara apakah ada manfaat dari pengawasan (misalnya mampu 
menciptakan suasana yang saling terbuka, kejujuran, partisipasi dan 
akuntabilitas, saling percaya) ?  

. 

 

 Jawaban : 

 “tentu saja ada” (Wawancara tanggal 30 Oktober 2011, Pukul 8.31) 

2. Apakah anda dilibatkan dalam pengelolaan/pemanfaatan dana bos, atau 
pengawasannya, bagaimana bentuknya?  

       Jawaban : 

“saya/kami, komite sekolah hanya dilibatkan pada awal rapat saja, untuk 
perencanaan penggunaan BOS saja, selanjutnya tidak pernah lagi” (Wawancara 
tanggal 30 Oktober 2011, Pukul 8.34) 

3.  Pernah kah menjadi responden, apabila ada pemeriksaan?  

 Jawaban : 

 “Tidak Pernah”. (Wawancara tanggal 30 Oktober 2011, Pukul 8.37) 

4.  Pernahkan ada permasalahan terkait dana BOS, biasanya bagaimana 
penyelesaiannya?  

 Jawaban : 

 “sampai saat ini belum ada.” (Wawancara tanggal 30 Oktober 2011, Pukul 
8.45) 

5.  Apa saran-saran untuk pengelolaan dana BOS yang akan datang?  

 Jawaban : 

 “Agar pihak sekolah lebih melibatkan orang tua/komite sekolah dalam 

pengelolaan dana BOS, perlu dilakukan pengawasan yang lebih sering”. 

(Wawancara tanggal 30 Oktober 2011, Pukul 8.55) 
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Nama Responden   : Erpendi Putra 

Umur   : 50 th. 

1. Menurut Saudara apakah ada manfaat dari pengawasan (misalnya mampu 
menciptakan suasana yang saling terbuka, kejujuran, partisipasi dan 
akuntabilitas, saling percaya).  

Jabatan  :  Guru  SMPN 1 Kayan Hulu. 

 

 Jawaban : 

 “Ada”. (Wawancara tanggal 1 Nopember 2011, Pukul 9.15) 

2. Apakah anda dilibatkan dalam pengelolaan/pemanfaatan dana bos, atau 
pengawasannya, bagaimana bentuknya?  

Jawaban : 

“Terlibat, kepala Sekolah selalu koordinasi (karena guru /senior, mantan 
Kasek) untuk berbagai kegiatan dan pengelolaan dana BOS, juga penggunaan 
dana  untuk kegiatan ekstra kulrikuler. (Wawancara tanggal 1 Nopember 2011, 
Pukul 9.25) 

3.  Pernah kah menjadi responden, apabila ada pemeriksaan?   

Jawaban : 

“Pernah” (Wawancara tanggal 1 Nopember 2011, Pukul 10.05) 

4. Pernahkan ada permasalahan terkait dana BOS, biasanya bagaimana 
penyelesaiannya?   

Jawaban : 

“Hampir-hampir tidak ada, karena selalu bepedoman pada petunjuk” 
(Wawancara tanggal 1 Nopember 2011, Pukul 10.15) 

5.  Apa saran-saran untuk pengelolaan dana BOS yang akan datang?   

Jawaban : 

“Peningkatan dana BOS (lebih dari 50% dana BOS digunakan untuk 
membayar tenaga guru/TU), aturan lebih fleksibel, dana perjalanan dinas untuk 
sekolah yang dipedalaman” (Wawancara tanggal 1 Nopember 2011, Pukul 
10.25) 
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Nama Responden   : Jais 

Umur    : 43 Tahun. 

1. Menurut Saudara apakah ada manfaat dari pengawasan (misalnya mampu 
menciptakan suasana yang saling terbuka, kejujuran, partisipasi dan 
akuntabilitas, saling percaya). 

Jabatan   : Komite  SMPN 1 Kayan Hulu. 

 

Jawaban : 

“Tentu ada manfaat, karena pada hakekatnya setiap orang perlu di awasi, agar 
terhindar dari berbagai masalah dan sangat membantu sekolah yang 
bersangkutan (dalam kaitanya dengan partisipasi dan saling percaya). 
(Wawancara tanggal 3 Nopember 2011, pukul 14.20) 

2. Apakah anda dilibatkan dalam pengelolaan/pemanfaatan dana bos, atau 
pengawasannya, bagaimana bentuknya? 

 Jawaban : 

 “terlibat, dalam perencanaan dan sebagainya”  (wawancara tanggal 3 
Nopember 2011, pukul 14.35) 

3.  Pernah kah menjadi responden, apabila ada pemeriksaan?  

 Jawaban : 

 “ belum pernah” (wawancara tanggal 3 Nopember 2011, pukul 14.45) 

4. Pernahkan ada permasalahan terkait dana BOS, biasanya bagaimana 
penyelesaiannya?  

 Jawaban : 

 “untuk sementara belum atau tidak ada” (wawancara tanggal 3 Nopember 
2011, pukul 14.46) 

5.  Apa saran-saran untuk pengelolaan dana BOS yang akan datang?  

 Jawaban : 

“  -  Agar dana BOS dapat dikelola dengan baik dan terbuka 

-    Pihak sekolah agar selalu berkoordinasi dengan komite dalam 
pemanfaatan dana BOS. 
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-   Agar dana BOS lebih banyak digunakan untuk siswa, kalau bisa 60% dari 
jumlah total. 

-   Agar Pengawasan jangan hanya berdasarkan laporan semata, sebaiknya 
pihak Dinas Pendidikan harus sering mengecek ke lapangan/sekolah 
untuk melihat realisasi/penggunaan dana BOS tersebut.” 

     (wawancara tanggal 3 Nopember 2011, pukul 14.55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40957.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



BIODATA   MAHASISWA 

 

 

1. Nama  : Elisabeth Rafika 
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3. Jenis Kelamin : Perempuan. 

4. Tempat dan Tanggal lahir   : Sintang, 06 Juni 1977. 

5. Agama  : Katolik 

6. Alamat  : Desa Marunsu Kec. Samalantan Kab. 

    Bengkayang Kalbar. 

7. Pekerjaan  : PNS. 

8. Status  : Kawin. 
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